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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.
termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama
Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul
buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan
transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam
penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun
ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan
Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam
buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (4 Guidge Arabic Transliteration), INIS

Fellow 1992.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



B. Konsonan

| = tidak dilambangkan

tsa
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¢ (koma menghadap ke atas)
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Hamzah (¢) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak

diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,
namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan

tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang "¢" .
C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah
ditulis dengan “a” , kasrah dengan “I”, dlommah dengan “u”, sedangkan panjang

masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = & misalnya Jaé menjadi gqéla

Vokal (i) panjang = 1misalnya Jé menjadi qila

Vokal (u) panjang = @ misalnya U992 menjadi dina
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Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
“i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah fathah ditulis

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = 9 misalnya JsA menjadi gawlun

Diftong (ay) 6 misalnya 2> menjadi khayrun

D. Ta’marbiithah (3)

Ta’ marbGthah (3) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah

kalimat, tetapi ta’ marbithah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya Ay paall 4l Hl) menjadi

al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri
dari susunan mudlaff dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya 4 8

& menjadi fi rahmatillih.
E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jaldlah

Kata sandang berupa “al” (d\) dalam lafadh jaldlah yang berada di

tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan

contoh-contoh berikut :

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...........................
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2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ..............
3. Masyad Allah kand wa mdlam yasyd lam yakun

4. Billah ‘azza wa jalla
F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata,

hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:  $(s%- syai’un G el - umirtu
J }'d\ - an-nau’un ) }.Jiu -ta’khudzina

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang
dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan

juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh : (B )I1 na sel ) O - wa innalillaha lahuwa khairar-raziqin.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan

Xiv



oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : d ED) tj\ a2 (O 9 = wa mad Muhammadun 1112 Rasiil

ol ia g Js) U= inna Awwala baitin wu dli’a linnasi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak

dipergunakan.

Contoh : < 8 Cdﬂ 548 (sl = naglrun minallahi wa fathun qarib
[EXVENgUYY & = [illahi al-amru jami’an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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ABSTRAK

Irawan, Vendra, 14220115, 2018. Praktik Sistem Mampaduoi dalam Perjanjian
Bagi Hasil Sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat. Skripsi.
Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Khoirul Anam, L.c., M.H

Kata Kunci: Praktik, Sistem Mampaduoi, Bagi Hasil

Kerja sama dalam bagi hasil lahan pertanian sawah di Nagari Gunung
Medan dikenal dengan istilah sistem Mampaduoi. Karena dalam pelaksanaannya
terdapat kerja sama antara dua pihak, yaitu penggarap dan pemilik lahan
berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak. Walaupun disebut Mampaduoi,
akan tetapi nisbah bagi hasilnya tidak mesti dibagi dua sama banyak.
Pelaksanaannya masyarakat hanya membuat perjanjian secara lisan saja, tanpa
adanya perjanjian secara tertulis maupun menghadirkan 2 orang saksi masing-
masing dari para pihak.

Mengacu pada permasalahan diatas, ada beberapa masalah yang
memerlukan pembahasan yang mendalam. Perfama, Bagaimana praktik sistem
Mampaduoi dalam perjanjian bagi hasil sawah di Nagari Gunung Medan,
Sumatera Barat? Kedua, Bagaimana praktik sistem Mampaduoi di Nagari Gunung
Medan, Sumatera Barat ditinjau menurut kajian Hukum Islam dan Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1960?

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis praktik sistem
Mampaduoi dalam perjanjian bagi hasil sawah yang ada di Nagari Gunung
Medan, Sumatera Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian yuridis empiris (sosiology of law) dengan pendekatan deskriptif
kualitatif. Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah melalui observasi ke
lapangan dan wawancara langsung dengan beberapa narasumber (Tokoh Agama
Islam dan Tokoh Adat), serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960.

Hasil analisis data menyimpulkan bahwa praktik sistem Mampaduoi dalam
perjanjian bagi hasil sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat adalah
kerja sama bagi hasil dengan prinsip kekeluargaan (badumnsanak) dan saling
tolong-menolong, yang mana nisbah bagi hasilnya ada yang bagi 4 (1:3) untuk
sesama keluarga dekat dan bagi 3 (1:2) untuk non keluarga. Tokoh Agama Islam
dan tokoh Adat di Nagari Gunung Medan memandang bahwa praktik sistem
Mampaduoi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam jika dilihat dari
rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Jumhur Ulama dalam akad
mukhabarah. Akan tetapi, jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960
tentang Perjanjian Bagi Hasil, maka belum semuanya sesuai dengan dengan apa
yang ditetapkan oleh Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil yang berlaku di
Indonesia ini, karena masyarakat tidak membuat perjanjian secara tertulis dalam
sistem Mampaduoi tersebut dan terkadang jangka waktu pengolahan sawahnya
pun juga kurang dari tiga tahun.
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ABSTRACT

Irawan, Vendra, 14220115, 2018. Practice of Mampaduoi System in Rice
Production Sharing Agreement in Gunung Medan Village, West
Sumatera. Thesis. Sharia Business Law Department. Faculty of Sharia.
Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: H.
Khoirul Anam, L.c., M.H.

Keywords: Practice, Mampaduoi System, Production Sharing

Cooperation in the sharing of paddy farming in Gunung Medan village is
known as the Mampaduoi system. Because in the implementation there is
cooperation between the two parties, the tenants and landowners based on an
agreement between the two sides. Although called Mampaduoi, but the profit
sharing ratio is not necessarily divided into two equal. Implementation of the
community only make agreements verbally, without any agreement in writing or
present two witnesses each of the parties.

Referring to the above problem, there are some problems that require a
deep discussion. First, how does Mampaduoi system practice in the production
sharing agreement in Gunung Medan village, West Sumatera? Secondly, how is
the practice of Mampaduoi system in Gunung Medan village, West Sumatra
reviewed according to study of Islamic Law and Act Number 2 of 1960?

This study aims to understand and analyze Mampaduoi system practices
in the existing rice sharing agreement in Gunung Medan village, West Sumatra.
The type of research used in this study is empirical juridical research (sociology
of law) with a qualitative descriptive approach. The data collected in this research
is through field observation and direct interviews with some speakers (religious
figures of Islam and traditional leaders), and Act Number 2 of 1960.

The result of data analysis concludes that Mampaduoi system practice in
production sharing agreement in Gunung Medan village, West Sumatera is the
sharing of cooperation with the principle of kinship (badunsanak) and mutual
help, which is the ratio of profit sharing to 4 (1: 3 ) for close family members and
for 3 (1: 2) families. Religious figures of Islam and Traditional leaders in Gunung
Medan village view that the practice of Mampaduoi system is in accordance with
the provisions of Islamic Shari'a when viewed from the pillars and the conditions
set by Jumhur Ulama in the mukhabarah contract. However, if it is reviewed from
Act Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Contract, then not all of
them are in accordance with what is stipulated by the Act of Production Sharing
Contract applicable in Indonesia, because the community does not enter into a
written agreement in the Mampaduoi system and sometimes the processing period
of the rice field is also less than three years.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupannya tidaklah bergantung pada diri sendiri. Setiap
tindakan yang akan dilakukan seorang manusia tentu saling berhubungan dan
membutuhkan orang lain. Manusia selain disebut sebagai makhluk individu, juga
disebut sebagai makhluk sosial. Seorang tokoh filsuf Yunani bernama Aristoteles
menyebut manusia sebagai zoon politicon (makhluk sosial),! yaitu manusia
sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu memerlukan orang lain

untuk berinteraksi dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Orang kaya tidak

IC. S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),
h. 29.



dapat hidup tanpa orang miskin yang menjadi pembantunya, pegawainya,
sopirnya, dan seterusnya. Demikian pula orang miskin tidak dapat hidup tanpa
orang kaya yang mempekerjakan dan mengupahnya. Allah SWT berfirman:

27 0

“eot o s T L D N T T It Y L I o4t
B35 tgeany Lasjpis Sl sl B peiiand agil LRLS 22 :Ju;) C2) Osaty 2]

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?

Kami-lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan

dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian

yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat

memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhan-mu lebih

baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf: 32).

Islam telah mengatur hubungan atau interaksi sesama manusia dalam
kehidupan sehari-hari dan hal itu diatur dalam salah satu aspek hukum yang
disebut dengan muamalah. Pada prinsipnya Islam membolehkan semua bentuk
kerjasama, selama kerjasama tersebut saling mendatangkan maslahat yang baik
terhadap dirinya dan masyarakat banyak.

Muamalah atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia dibidang
harta benda merupakan urusan duniawi dan pengaturannya diserahkan kepada
manusia itu sendiri. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak
dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Karena

pada dasarnya setiap kegiatan muamalah itu dibolehkan, asal tidak bertentangan

dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara’.

2QS. Az-Zukhruf (43): 32.
*Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid & Terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,
2010), h. 491.



Salah satu topik yang menjadi pokok kajian dalam muamalat khususnya
yang berkaitan dengan transaksi ekonomi adalah akad tentang bagi hasil pertanian
(kerjasama pengolahan) lahan pertanian sawah. Akad seperti ini dalam hal
muamalat dikenal dengan istilah muzara’ah atau mukhabarah. Pada hakikatnya
definisi dari kedua akad ini hampir sama, yaitu perjanjian bagi hasil antara
pemilik lahan pertanian dengan penggarap, akan tetapi yang membedakannya dari
kedua akad tersebut adalah yang menjadi penyedia benihnya. Apabila benihnya
berasal dari pemilik lahan, maka disebut dengan muzara’ah dan apabila benih
berasal dari penggarapnya, maka ini disebut dengan mukhabarah.

Masyarakat Indonesia sangat kental dengan sistem hukum adatnya, salah
satunya adalah dari aspek sistem bagi hasil lahan pertanian yang mana dikenal
dengan berbagai istilah di beberapa daerah yang ada, seperti: maro, martelu di
Jawa Tengah dan Jawa Timur, nengah atau jejuron di Jawa Barat, nyakap di
Lombok, foyo di Minahasa, feseng di Sulawesi Selatan.*

Wilayah Minangkabau (Sumatera Barat) merupakan salah satu daerah
yang sangat kental dengan sistem hukum adat dan keislamannya, sebagaimana
falsafah adatnya yang berbunyi “Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah,
Syara’ Mangato Adaik Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru”, sistem bagi hasil
lahan pertaniannya dikenal dengan istilah Mampaduoi/Paduoan. Istilah
Mampaduoi ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan memperduai.’ Transaksi

ini disebut Mampaduoi karena dalam pengolahan lahan pertanian sawah tersebut

*Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar
Grafika, 1996), h. 163.

*Pasal 1 huruf ¢ Penjelasan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun1960 tentang Perjanjian Bagi
Hasil.



adanya kerjasama antara dua pihak, yaitu satu pihak sebagai pemilik lahan dan
pihak yang satunya lagi sebagai penggarap. Walaupun disebut Mampaduoi, akan
tetapi dalam bagi hasilnya tidak mesti dibagi dua sama banyak, dan bahkan bagian
untuk penggarap lah yang lebih banyak dalam pelaksanaannya.

70% dari penduduk yang ada di Nagari Gunung Medan, Kecamatan
Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat adalah berprofesi
sebagai petani. Karena mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, maka
praktik bagi hasil lahan pertanian khususnya sawah merupakan suatu transaksi
yang sering dilakukan dan telah berkembang di masyarakat secara turun-temurun
sejak puluhan tahun yang lalu, serta terus-menerus masih dilakukan oleh
masyarakat setempat sampai sekarang.

Masyarakat Gunung Medan sendiri mengenal transaksi kerjasama dalam
sistem bagi hasil lahan pertanian sawah tersebut dengan istilah Mampaduoi/
Paduoan. Bagi masyarakat yang mempunyai lahan pertanian seperti sawah, akan
tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menggarap sawahnya, maka
disuruhlah orang lain untuk menggarap sawahnya tersebut. Demikian juga bagi
masyarakat yang ingin bertani dan bercocok tanam di sawah, akan tetapi mereka
tidak mempunyai lahan untuk diolah, maka meminta izin lah kepada pemilik
lahan agar dia bisa memanfaatkan lahan yang kosong tersebut. Jadi dalam
transaksi ini tidak hanya semata untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga saling
tolong-menolong antara pemilik lahan dengan pihak penggarap.

Transaksi penggarapan lahan pertanian sawah dilaksanakan dengan

bertemunya pemilik lahan dengan calon penggarap dalam rangka penggarap



meminta izin bahwa dia akan menggarap dan menanami lahan pertanian sawah
tersebut. Setelah hal tersebut disepakati dan dibolehkan oleh pemilik lahan, maka
penggarap mulailah untuk mengolah lahan pertanian sawah itu. Akan tetapi,
ketika pemilik lahan memberikan izin kepada orang yang akan menggarap
sawahnya itu, diantara mereka tidak ada membuat perjanjian secara tertulis dan
dalam akad juga tidak ditentukan secara jelas berapa lama waktunya penggarap
akan memanfaatkan lahannya itu, serta pembagian hasilnya terkadang juga tidak
disebutkan secara jelas.’ Sebagian besar masyarakat yang melakukan perjanjian
bagi hasil sawah memakai sistem lama yaitu mengikuti aturan adat atau kebiasaan
yang berlaku di tempat tersebut yang telah dilaksanakan sejak dahulu bahkan
sudah turun-temurun. Selama ini hanya didasarkan atas kepercayaan dan
kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap. Kepercayaan inilah yang
kemudian menjadi dasar utama bagi seorang penggarap untuk mendapatkan izin
mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya.

Walaupun selama ini pola hubungan kerjasama seperti itu dibangun atas
prinsip kepercayaan dan kekeluargaan, tetapi tidak selamanya berjalan dengan
lancar dan mulus, dalam pelaksanaan bagi hasilnya tersebut seringkali terjadi
sengketa dan perselisihan diantara pemilik sawah dengan penggarap. Jika hal ini
terus berlanjut secara terus-menerus tanpa adanya aturan yang mengatur atau tidak
adanya sistem bagi hasil yang jelas, tentu akan bisa menyebabkan
kesalahpahaman dan ketidakpuasan antara penggarap sawah dengan pemilik

sawah.

®Hasil Observasi, 2017.



Berdasarkan berbagai macam permasalahan yang disebutkan diatas, maka
penulis merasa sangat penting sekali jika dilakukan sebuah penelitian yang
berjudul “PRAKTIK SISTEM MAMPADUOI DALAM PERJANJIAN BAGI
HASIL SAWAH DI NAGARI GUNUNG MEDAN, SUMATERA BARAT”
Penelitian ini dirasa sangat penting sekali, karena belum ada dilakukan penelitian
dengan tema dan pendekatan yang sama di kenagarian tersebut, serta transaksi
seperti ini terus-menerus berkembang sampai sekarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah, maka permasalahan yang ingin
penulis teliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik sistem Mampaduoi dalam perjanjian bagi hasil sawah
di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat?

2. Bagaimana praktik sistem Mampaduoi di Nagari Gunung Medan,
Sumatera Barat ditinjau menurut kajian Hukum Islam dan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 19607

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan
yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan praktik sistem Mampaduoi dalam perjanjian bagi hasil
sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat.

2. Untuk menjelaskan praktik sistem Mampaduoi di Nagari Gunung Medan,
Sumatera Barat ditinjau menurut kajian Hukum Islam dan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1960.



D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau
memberikan solusi dalam bidang figh muamalah khususnya tentang
masalah bagi hasil lahan pertanian sawah.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Masyarakat
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pengetahuan bagi masyarakat, serta meningkatkan pemahaman masyarakat
terhadap penerapan dan pelaksanaan bagi hasil lahan pertanian sawah.
b. Bagi Pemerintah Daerah
Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
pemerintah daerah dalam membuat Peraturan Daerah khususnya tentang
sistem bagi hasil lahan pertanian sawah.
c. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan yang lebih
mendalam mengenai praktik bagi hasil lahan pertanian sawah.
E. Definisi Operasional
Definisi operasional ini akan menjelaskan pengertian tentang istilah-istilah
penting dalam judul skripsi ini, sehingga tidak ada perbedaan penafsiran dan

kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Sesuai judul penelitian “Praktik



Sistem Mampaduoi dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah di Nagari Gunung Medan,
Sumatera Barat”. Pengertian kata-kata tersebut diuraikan sebagai berikut:
1. Mampaduoi: Dalam bahasa Indonesia istilah mampaduoi disebut dengan
memperduai. Disebut mampaduoi karena dalam pelaksanaan pengolahan
lahan pertanian sawah tersebut adanya kerja sama antara dua pihak, yaitu
satu pihak sebagai pemilik lahan dan pihak yang satunya lagi sebagai
penggarap. Walaupun disebut Mampaduoi, akan tetapi dalam bagi
hasilnya tidak mesti dibagi dua sama banyak. Karena Mampaduoi itu
berarti kesepakatan dua belah pihak.
2. Bagi Hasil: Adalah perjanjian pengolahan sawah, dengan upah sebagian
dari hasil yang diperoleh dari pengolahan sawah itu.
3. Nagari: Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah
Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang
mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri. (Lihat Perda
Provinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok
Pemerintahan Nagari).
F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian
suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan
penulisan ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab, yang disusun secara
sistematis sebagai berikut:

Bab I: Bab ini berisi tentang Pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang

alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan



masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan
sistematika pembahasan.

Bab II: Bab ini secara khusus membahas tentang kerangka teori yang
berhubungan dengan tema yang diangkat oleh peneliti. Fungsi dari kajian teori
untuk melihat dan menentukan sebuah realita masalah yang harus dipahamkan
terlebih dahulu, dan dilanjutkan dengan singkronisasi teori. Maka akan diketahui
apakah realitas ini merupakan sebuah masalah atau tidak. Inilah yang sebenarnya
disebut dengan orientasi penelitian yaitu menghubungkan antara teori dan realitas
sosial. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
perjanjian bagi hasil sawah dan berfungsi untuk mengetahui bangunan keilmuan
yang sudah dirumuskan oleh peneliti terdahulu, sehingga penelitian yang
dilakukan benar-benar baru dan belum pernah diteliti oleh orang lain.

Bab III: Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang menguraikan
semua prosedur dan tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan hingga penelitian
berakhir dengan mengemukakan alasan-alasan tertentu meliputi jenis penelitian,
pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, metode
pengumpulan data, metode pengolahan data, dan uji keabsahan data.

Bab IV: Bab ini memaparkan data yang didalamnya berisikan data dari
hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, baik data primer maupun
sekunder. Analisis data dari hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti,
meliputi data tentang praktik sistem Mampaduoi dalam perjanjian bagi hasil

sawah di Nagari Gunung Medan, serta tinjauan Hukum Islam yaitu dari



pandangan tokoh Agama Islam dan tokoh Adat setempat, dan tinjauan Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Bab V: Menguraikan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian,
yaitu jawaban atas permasalahan penelitian dan saran-saran bagi pihak yang

terkait dengan masalah penelitian yang merupakan tindak lanjut dari kesimpulan.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan oleh
peneliti, maka dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang ada
hubungannnya dengan penelitian ini. Namun demikian, ditemukan substansi yang
berbeda dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini. Berikut

beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis:
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I.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di
Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan”.”
Peneliti: Epi Yuliana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriftif
kualitatif yaitu dengan cara field research, untuk memecahkan masalah yang
dihadapi digunakan pendekatan normatif melalui wrf sehingga dengan
pendekatan tersebut peneliti dapat memulai apakah pelaksanaan bagi hasil di
Desa Bukit Selabu sesuai atau tidak dengan hukum Islam. Perbedaan yang
akan penulis teliti terletak pada objek dan lokasi penelitian.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan
Lahan Tambak Studi di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten
Pati”.® Peneliti: Anisatur Rohmatin, Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan sifat
penelitiannya adalah deskriptik analitik. Analisis data yang digunakan dengan
cara berfikir induktif, serta pengumpulan data menggunakan metode observasi

dan wawancara. Perbedaan yang akan penulis teliti terletak pada objek

penelitian dan lokasi penelitian.

"Epi Yuliana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa
Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Skripsi, (Yogyakarta:
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008)

® Anisatur Rohmatin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan
Lahan Tambak Studi di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, Skripsi,
(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008)
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3. “Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara

Kabupaten Agam Sumatera Barat (Studi Komparisi Antara Hukum Adat dan

Hukum Islam)”.° Peneliti: Resvi Yolanda, Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Penelitian ini menggunakan metode

penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptik analitik. Perbedaan yang

akan penulis teliti terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian.

Tabel 1.1

Daftar Penelitian Terdahulu

No | Nama, Tahun, Judul Jenis Titik Hasil
dan PT Penelitian Singgung Penelitian
1. | Epi Yuliana, | Tinjauan Metode Apakah Bahwa
2008, Hukum yang pelaksanaan | pelaksanaan
Fakultas Islam digunakan bagi hasil di | bagi  hasil
Syariah Terhadap adalah Desa Bukit | yang
Universitas Bagi Hasil | deskriftif Selabu dilakukan di
Islam Negeri | Penggarapa | kualitatif tersebut Desa Bukit
Sunan n Kebun | yaitu terdapat Selabusudah
Kalijaga Karet Di | dengan cara | penipuan sah menurut
Yogyakarta. Desa Bukit | field dan hukum
Selabu research eksploitasi | Islam, kerja
Kabupaten | untuk salah  satu | sama
Musi memecahka | pihak tersebut
Banyuasin | n masalah | terhadap termasuk
Provinsi yang pihak lain? | dalam
Sumatera dihadapi bidang
Selatan digunakan musaqoh.
pendekatan
normatif
melalui urf
2. | Anisatur Tinjauan Penelitian Bagaimana | Bahwa
Rohmatin, Hukum lapangan pelaksanaan | pelaksanaan
2008, Islam (field akad bagi | bagi  hasil
Fakultas Terhadap research) hasil pengelolaan
Syariah Pelaksanaan | dan sifat | pengelolaan | lahan

’Resvi Yolanda, Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa
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Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara
Kabupaten Agam Sumatera Barat (Studi Komparisi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam,
Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013)




Universitas Bagi Hasil | penelitianny | lahan tambak di
Islam Negeri | Pengelolaan | a adalah | tambak di | Desa
Sunan Lahan deskriptik Desa Tluwuk
Kalijaga Tambak analitik Tluwuk Kec.
Yogyakarta. Studi di Kec. Wedarijaksa
Desa Wedarijaksa | Kab.  Pati
Tluwuk Kab. Pati? sesuai
Kecamatan Bagaimana | dengan adat
Wedarijaksa tinjauan istiadat atau
Kabupaten hukum kebiasaan
Pati Islam yang
terhadap berlaku  di
pelaksanaan | masyarakat
kerja  bagi | dan  tidak
hasil bertentanga
pengelolaan | n  dengan
lahan syariat
tambak  di | Islam.
Desa
Tluwuk
Kec.
Wedarijaksa
Kab. Pati?
Resvi Bagi Hasil | Penelitian Bagaimanak | Bahwa bagi
Yolanda, Penangkapa | lapangan ah  sisitem | hasil
2013, n Nelayan | (field bagi  hasil | penangkapa
Fakultas di Desa | research) penangkapa | n nelayan di
Syariah Tiku dan sifat | n  nelayan | Desa Tiku
Universitas Kecamatan | penelitianny | yang diatur | Kecamatan
Islam Negeri | Tanjung a adalah | oleh Niniak | Tanjung
Sunan Mutiara deskriptik Mamak? Mutiara
Kalijaga Kabupaten | analitik Dimanakah | Kabupaten
Yogyakarta. Agam letak Agam
Sumatera persamaan Sumatera
Barat (Studi dan Barat sudah
Komparisi perbedaann | sesuai
Antara ya dengan | dengan
Hukum Adat Mudharaba | hukum
dan Hukum h dalam | Islam, tapi
Islam) Islam? ada
Apakah beberapa
persamaan- | perbedaan
persamaan antara adat
yang diatur | dan hukum
oleh Niniak | Islam.
Mamak itu
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merupakan
implikasi
dari  “Adat
basandi
syara’,
syara’
basandi

Kitabullah”
?

B. Kerangka Teori
1. Konsep Perjanjian
a. Pengertian Perjanjian

Istilah “Perjanjian” dalam “Hukum Perjanjian” merupakan kesepadanan
dari istilah “Overeenkomst” dalam bahasa Belanda, atau “Agreement” dalam
bahasa Inggris.'” Secara etimologis perjanjian (yang dalam bahasa Arab
diistilahkan dengan Mu ahadah Ittifa’, Akad)'' atau kontrak dapat diartikan
sebagai: “Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih”.'* Menurut
doktrin (teori lama), perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat
untuk menimbulkan akibat hukum.” Sedangkan menurut teori baru yang
dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu
hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk

menimbulkan akibat hukum.'

""Munir Fuady, Hukum Kontrak (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), h. 1.

""Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar
Grafika, 1994), h. 1.

">Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum (Semarang: CV. Aneka, 1977), h. 248.

3Salim HS dan Abdullah (eds), Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)
(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 7.

4Salim HS, Perancangan Kontrak, 8.
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Pengertian akad yang beredar dikalangan Fugaha’ ada dua, yaitu: arti
umum dan arti khusus. Pengertian umum yang dekat dengan pengertian bahasa

berkembang dikalangan Fugaha’ Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, yaitu:
ol gty GOl ey G852 33 S0 Bl calad e 111 p L S g0

oy L5y jlaYly oS ol 3 sl ) gl
“Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk
dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf,
pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada
dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-
menyewa, pemberian kuasa, dan gadai.”'®

Pendapat kedua mengartikan akad dalam arti khusus, dikemukakan oleh

Fugaha’ Hanafiyah, yaitu:
IS 3l 12T Blny ol Al 3 85T 8 £yt e gt 4] DLyl s daad

17.3&\ 3 85T ke amy Jo s 2L Bl asd
“Akad adalah pertalian antara ijab dengan qabul menurut ketentuan
syara’ yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau
dengan redaksi yang lain: Keterkaitan antara pembicaraan salah
seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara’
pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.”"®
WIJS. Poerwadarminta memberikan definisi perjanjian, yaitu: Persetujuan

(tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana

berjanji akan menaati apa yang tesebut di persetujuan itu."’

SWahbah Zuhaili, 4-Figh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), h. 80.
' Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2013), h. 111.

"7 uhaili, AI-Figh Al-Islamiy, Juz 4, 81.

""Muslich, Figh Muamalat, 111.

YWJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 402.
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Menurut Wahbah Zuhaili, akad itu adalah kesepakatan dua kehendak
untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban,
memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya.20

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah
saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebab di dalam
ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an antara lain dalam surat Al-
Maidah ayat 1 yang berbunyi:

el Ll L g

Artinya: “Wahaii orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.”*
(QS. Al-Maidah: 1).

b. Rukun-rukun Akad

Apabila kita mengikuti definisi akad yang umum yang mencakup semua
jenis fasarruf yang dibenarkan oleh syara’, maka rukun akad akan berbeda
tergantung kepada jenis tasarruf-nya. Apabila fasarruf bisa sempurna dengan
kehendak satu pihak, seperti talak dan wakaf maka tasarruf-nya sah dengan
pernyataan pihak yang memiliki kehendak untuk melakukan akad tanpa
memerlukan kerelaan pihak lain, dan tanpa adanya pernyataan yang menjawab
pernyataan pertama. Akan tetapi, apabila fasarruf-nya tidak sempurna kecuali

dengan kesepakatan dua kehendak, seperti jual beli dan ijarah, maka untuk

207uhaili, Al-Figh Al-Islamiy, Juz 4, 81.
21S. Al-Maidah (5): 1.
*Departemen Agama RI, AI-Qur’an Tajwid, 106.
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keabsahan akad diperlukan adanya pernyataan yang menggambarkan kerelaan
kedua belah pihak.*

Apabila kita mengikuti pendapat yang mengartikan akad dalam pengertian
yang khusus, maka untuk keabsahan akad harus ada dua pernyataan yang
menunjukkan kecocokan dan kesepakatan dua kehendak. Dua pernyataan tersebut
dikalangan Fugaha’ dikenal dengan istilah ijab dan gabul.

Ulama-ulama ushul dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun
adalah sesuatu yang keabsahannya memerlukan kepada adanya sesuatu yang lain,
dan sesuatu yang lain itu merupakan bagian dari hakikat sesuatu tersebut.**
Dengan demikian menurut Hanafiyah, rukun akad itu hanya dua macam, yaitu
ijab dan gabul. Sedangkan unsur-unsur yang lain yang menjadi penopang
terjadinya akad, seperti objek akad (ma’qud ‘alaih) dan pelaku akad (‘agidain),
merupakan sesuatu yang secara otomatis harus ada untuk pembentukan akad,
namun tidak menjadi rukun akad. Ulama-ulama selain Hanafiah berpendapat
bahwa rukun akad itu ada tiga:*

1) Orang yang melakukan akad (‘aqid).

ljab dan Qabul yang oleh Hanafiyah dipandang sebagai satu-satunya
rukun akad, timbul dari orang-orang yang melakukan akad. Dialah pelaku dari
setiap transaksi. Namun, tidak setiap orang layak untuk menyatakan suatu akad.
Sebagian dari manusia ada yang sama sekali tidak layak melakukan semua akad,

sebagian lagi ada yang layak untuk melakukan sebagian akad, dan sebagian lagi

PMuslich, F igh Muamalat, 114.

*Wahbah Zuhaili, AI-Figh Al-Islimiy wa Adillatuh, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 4
(Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 429.

*zuhaili, Al-Figh Al-Islamiy, terj. Jilid 4, 429.
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ada yang layak sepenuhnya untuk melakukan akad. Kelayakan dan kepatutan
seseorang untuk melakukan akad tergantung kepada adanya kecakapan untuk
melakukan akad, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk mewakili orang lain.?®
Yang kita butuhkan dari pembahasan ahliyah (kelayakan atau kewenangan) disini
adalah bahwa seseorang pengakad menurut Hanafiyah dan Malikiyah disyaratkan
mesti seorang yang berakal (artinya mumayyiz atau berumur tujuh tahun).”’

2) Objek akad (ma’'qud ‘alaih).

Objek akad adalah segala sesuatu yang dijadikan sasaran atau tujuan akad.
Jenisnya kadang-kadang benda yang bersifat maliyah, seperti barang yang dijual,
digadaikan, atau dihibahkan, dan adakalanya bukan maliyah, seperti perempuan
dalam akad nikah, dan adakalanya berupa manfaat, seperti benda yang disewakan.
Para Fugqaha’ memberikan empat syarat untuk objek sebuah akad, yaitu sebagai
berikut:**

a) Objek itu ada ketika akad dilakukan

Akad tidak sah dilakukan terhadap sesuatu yang ma’dum (tidak ada)
seperti menjual tanaman sebelum tampak hasilnya, karena kemungkinan ia tidak
tumbuh. Tidak boleh juga dilakukan akad terhadap sesuatu yang mengandung
risiko untuk tidak ada, artinya ada kemungkinan ia tidak ada, seperti menjual
hewan yang masih dikandung induknya karena ada kemungkinan ia lahir dalam
keadaan mati, menjual susu yang masih dalam tubuh hewan karena ada
kemungkinan ia tidak ada ketika yang keluar hanya seperti air, atau menjual

permata di lautan.

*Muslich, Figh Muamalat, 115.
*zuhaili, Al-Figh Al-Islamiy, terj. Jilid 4, 449-450.
7uhaili, Al-Figh Al-Islamiy, terj. Jilid 4, 493-498.
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b) Objek yang diakadkan dibolehkan secara syariat
Agar objek akad bisa diakui secara syarat, para Fugaha’ sepakat untuk
memberi syarat bahwa ia mesti harta yang dimiliki dan mutagawwim (dikuasai
atau digenggam). Jika tidak demikian maka akad menjadi batal. Maka, menjual
sesuatu yang tidak dianggap harta secara syariat seperti bangkai dan darah atau
menghibahkannya, menjadikannya sebagai jaminan, mewakafkannya atau
mewasiatkannya adalah batal, karena sesuatu yang bukan harta tidak sah untuk
dimiliki sama sekali.
c) la bisa diserahkan pada waktu proses akad
Berdasarkan kesepakatan para Fugaha’, disyaratkan adanya kemampuan
untuk menyerahkan barang saat akad terjadi. Maka, sebuah akad tidak sah apabila
si pengakad tidak mampu menyerahkan objek yang diakadkan, meskipun barang
itu ada dan milik si pengakad. Dalam kondisi ini akad menjadi batal.
d) Objek akad mesti jelas dan diketahui oleh kedua pengakad
Menurut para Fuqaha’, objek akad mesti diketahui untuk menghalangi
adanya perselisihan dikarenakan larangan yang disebutkan di dalam sunnah untuk
melakukan bai’ gharar (jual beli yang mengandung gharar) dan bai’ majhul (jual
beli terhadap sesuatu yang tidak diketahui).
3) Shighat al-‘aqd.
Shighat akad adalah sesuatu yang muncul dari kedua orang yang berakad
dan menunjukkan adanya keinginan batin dari keduanya untuk membuat akad dan

menyempurnakannya. Keinginan batin itu dapat diketahui melalui lafaz,
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perkataan, atau yang menggantikan posisinya seperti perbuatan, isyarat atau
tulisan. Shighat yang dimaksud disini adalah ijab dan gabul.”’

Pengertian ijab menurut Muhammad Abu Zahrah adalah sebagai berikut:
N el AT e s L Sl Yl
“ljab adalah pernyataan yang timbul pertama dari salah seorang
yang melakukan akad. 230

Adapun gabul didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah sebagai
berikut:
LI Bl e 5 b Jyuilly
“Qabul adalah pernyataan kedua yang timbul dari pelaku akad yang
kedua.”"
c. Syarat-syarat Akad (Perjanjian)
Secara global, syarat dilihat dari sumbernya terbagi kepada dua bagian:**

1) Syarat Syar’i, yaitu suatu syarat yang ditetapkan oleh syara’ yang harus ada
untuk bisa terwujudnya suatu akad. Seperti syarat ahliyah (kemampuan) pada
si ‘aqid untuk keabsahan akad.

Menurut Sayyid Sabiq, untuk orang yang melakukan akad disyaratkan:
Berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang gila, orang mabuk,
anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) tidak sah. Jika orang gila

dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-

Pzuhaili, Al-Figh Al-Islamiy, terj. Jilid 4, 431-432.

®Muhammad Abu Zahrah, 4l-Milkiyah wa Nazhariyah Al-‘Aqd (Al-*Arabiy: Dar Al-Fikr, 1976),
h. 202.

3! Abu Zahrah, Al-Milkiyah, 202.

**Muslich, Figh Muamalat, 150.
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2)

1)
2)

3)

1)
2)
3)

4)

1)
2)

3)

kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan
sah, dan yang dilakukan ketika gila tidak sah. Akad anak kecil yang sudah
dapat membedakan dinyatakan valid (sah), hanya kevalidannya tergantung
kepada izin walinya.33

Syarat Ja’li, yaitu syarat yang ditetapkan oleh orang yang berakad sesuai
dengan kehendaknya untuk mewujudkan suatu maksud tertentu dari suatu
akad. Syarat tersebut bisa berbarengan dengan akad atau digantungkan
(dikaitkan) dengan akad, seperti mengaitkan kafalah dengan talak.

Secara umum yang menjadi syarat sahnya sesuatu perjanjian adalah:>*

Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya.

Harus sama ridha dan ada pilihan.

Harus jelas dan gamblang.

Sedangkan syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata yaitu:*’
Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Suatu pokok persoalan tertentu.

Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat barang yang diakadkan:*®

Bersihnya barang.

Dapat dimanfaatkan.

Milik orang yang melakukan akad.

3Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12 (Bandung: PT. Al-Ma’arif,
1996), h. 51.

34Sabiq, Fikih Sunnah, terj. Jilid 11, 178-179.

»Soedharyo Soimin, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 329.
*%Sabiq, Fikih Sunnah, terj. Jilid 12, 52.
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4) Mampu menyerahkannya.

5) Mengetahui.

6) Barang yang diakadkan ada di tangan.
d. Berakhirnya Akad (Perjanjian)

Akad bisa berakhir dengan adanya fasakh (pembatalan), kematian, atau
tidak adanya ijazah (pembolehan) dalam akad yang bersifat mauguf (bergantung
kepada ijazah). Berakhirnya akad karena adanya pembatalan memiliki beberapa
kondisi. Adapun untuk kematian, hanya sebagian akad yang berakhir karenanya.3 !

1) Berakhirnya akad dengan pembatalan

Pembatalan akad bisa dengan cara membatalkannya dari akarnya, seperti
dalam kondisi ada khiyar dan ini bersifat ilgha’ (penghapusan) dan bisa juga
dengan cara meletakkan batas akhir pada akad dalam kaitannya dengan masa
setelah itu, sebagaimana halnya dalam akad i’arah dan penyewaan. Inilah yang
disebut fasakh (pembatalan) dalam pengertian yang dikenal luas.

Fasakh (pembatalan) dalam akad-akad yang bersifat ghair lazim sudah
jelas dan telah ditetapkan oleh tabiat akad itu sendiri, baik dalam akad-akad ghair
lazim untuk kedua pihak seperti ida’, i’arah, syirkah, dan wakalah, dimana
masing-masing pihak bisa saja membatalkan akad kapan ia mau, selama untuk
akad wakalah tidak berhubungan dengan hak orang lain sebagaimana dijelaskan
dalam pembahasan tentang wakalah, maupun dalam akad-akad yang bersifat
lazim untuk satu pihak tetapi ghair lazim untuk pihak yang lain seperti rahn dan

kafalah. Maka, seorang murtahin bisa untuk membatalkan rahn tanpa persetujuan

Zuhaili, Al-Figh Al-Islamiy, terj. Jilid 12, 571-574.
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dari rahin, seorang yang posisinya sebagai makful lah yaitu da’in bisa untuk
membatalkan kafalah tanpa persetujuan dari pihak madin.
Pembatalan dalam akad-akad yang bersifat lazim memiliki beberapa
kondisi:*®
a) Pembatalan disebabkan rusaknya (fasad) akad
Apabila terjadi akad secara fasid seperti menjual sesuatu yang tidak
diketahui (majhul) atau penjualan yang bersifat sementara maka akad seperti ini
wajib dibatalkan, baik oleh kedua pengakad maupun melalui jalur hukum, kecuali
ada penghalang untuk dibatalkan seperti si pembeli menjual barang yang
dibelinya atau menghibahkannya. Dalam kondisi ini, si pembeli wajib membayar
harga barang yang dibelinya pada saat ia terima bukan harga yang disepakati.
b) Pembatalan karena ada khiyar
Pihak yang memiliki khiyar dalam khiyar syarat, khiyar ‘aib, khiyar
ru’yah dan sebagainya boleh membatalkan akad kapan ia mau, kecuali dalam
khiyar ‘aib setelah barang diterima menurut Hanafiyah tidak boleh dibatalkan
kecuali dengan persetujuan kedua pihak atau dengan keputusan hakim.
c) Pembatalan dengan igalah
Igalah adalah pembatalan akad dengan persetujuan kedua belah pihak,
ketika salah seorang diantara mereka menyesal dan ingin mundur dari akad yang

telah dilakukan.

¥zuhaili, Al-Figh Al-Islamiy, terj. Jilid 4, 572.
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d) Pembatalan karena tidak adanya tanfidz (aplikasi atau penerapan)

Fasakh (pembatalan) boleh dilakukan karena pihak lain tidak bisa
melaksanakan kewajibannya dalam keadaan khiyar naqd (hak pilih pembayaran).
Artinya, apabila setelah saat pembayaran tiba, si pembeli tidak bisa melunasi
kewajibannya membayar harga tersebut maka jual beli menjadi batal. Fasakh juga
boleh dilakukan karena akibat hukum akad mustahil dilaksanakan disebabkan
musibah yang tidak bisa dihindarkan. Hal ini bisa terjadi dalam akad jual beli
dalam keadaan barang yang menjadi objek akad rusak atau hancur sebelum
diserahkan kepada pembeli.”’

e) Pembatalan karena berakhirnya masa akad atau targetnya telah tercapai

Akad akan terbatalkan dengan sendirinya dan akan berakhir dengan
berakhirnya masanya, atau target yang ingin diraih dari akad telah tercapai, seperti
berakhirnya masa akad penyewaan, terlunasinya utang dalam akad rain dan
kafalah, sudah diaplikasikannya tugas yang diembankan kepada wakil dan
sebagainya.

2) Berakhirnya akad dengan kematian

Beberapa akad akan berakhir dengan meninggalnya salah seorang

pengakad. Diantara akad tersebut adalah:*
a) [jarah (sewa-menyewa)
b) Rahn dan kafalah
c) Syirkah dan wakalah

d) Muzara’ah dan musaqah

**Muslich, Figh Muamalat, 168.
07 uhaili, Al-Figh Al-Islamiy, terj. Jilid 4, 573-574.
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3) Berakhirnya akad karena tidak adanya ijazah (pembolehan) untuk akad yang
mauquf
Akad yang mauquf akan berakhir apabila shahib sya’n (pihak yang
berkepentingan) tidak memberikan ijazah (pembolehan) terhadap akad
sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan akad fudhuli. [jazah tidak sah
sebagaimana kita ketahui apabila orang yang mengadakan akad dengannya
meninggal. Maka, dalam kondisi ini akad akan berakhir sebelum adanya ijazah. Si
fudhuli sendiri berhak untuk membatalkan akad sebelum adanya ijazah
(pembolehan) dari shahib say’n untuk menghindari tanggung jawab atau beban
darinya.
2. Tinjauan Umum Bagi Hasil Pertanian dalam Hukum Islam dan Hukum
Positif Indonesia
a. Pengertian Bagi Hasil Pertanian
Prinsip bagi hasil secara murni ada empat macam yaitu: al-musyarakah,
al-mudharabah, al-muzara’ah/al-mukhabarah dan al—musaqah.41
Al-musyarakah dan al-mudharabah sering dipakai atau digunakan dalam
bentuk akad bagi hasil yang ada kaitannya dengan masalah perbankan syariah
yang bebas bunga. Sedangkan al-muzara’ah/al-mukhabarah dan al-musaqah
digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pertanian.
Sayyid Sabiq mendefinisikan bagi hasil, menurut istilah bahasa, bagi hasil
adalah: Transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar

daripadanya. Yang dimaksudkan disini adalah: Pemberian hasil untuk orang yang

“'Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press,
2001), h. 90.
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mengelolah/menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, atau
sepertiga, atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan
kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).*

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi
hasil pertanaian adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari
hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.*’

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit
sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba.
Secara definitif profit sharing diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada
para pegawai dari suatu perusahaan.”’ Dalam buku yang lain dijelaskan bahwa
bagi hasil adalah “bentuk refurn (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi,
dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan
kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.”*

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam
pasal 1 poin ¢ disebutkan, bahwa: Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan
nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang
atau Badan Hukum pada lain pihak yang dalam Undang-undang ini disebut
“Penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik
tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan

pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.*®

*2Sabiq, Fikih Sunnah, terj. Jilid 12, 146.

Ppasaribu, Hukum Perjanjian, 61.

**Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Y ogyakarta: UPP AMP YSPN, 2002), h. 101.
“Adiwarman A. Karim, Bank Islam, Analisis Figih dan Keuangan (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2007), h. 203.

*Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
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Hasil yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang tersebut
adalah: hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dalam
perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya
untuk menanam dan panen.

Pembagian bagi hasil ini kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang
berkembang ditengah-tengah masyarakat bervariasi, ada yang setengah, sepertiga
atau lebih rendah dari itu, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada
pihak penggarap, sehingga terkadang pihak penggarap selalu mempunyai
ketergantungan kepada pemilik tanah.

Mengenai bentuk perjanjiannya dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1960 yang berbunyi: Semua perjanjian bagi-hasil harus
dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari
Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang
bersangkutan, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa"
dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan
penggarap.

Jangka waktu perjanjian bagi hasil dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1)
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, yaitu: Perjanjian bagi hasil diadakan untuk
waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan
ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun

dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
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Sedangkan menurut pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES) menyebutkan bahwa: Akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara
lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.*’

Pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Indonesia biasanya disebut
dengan beberapa istilah yang berbeda. Istilah bagi hasil tanah pertanian di
beberapa daerah antara lain:*®

1) Mampaduoi untuk istilah daerah Minangkabau.

2) Toyo untuk istilah daerah Minahasa.

3) Teseng untuk istilah daerah Sulawesi Selatan.

4) Srama, Mesi, Maro (1:1) dan Mertelu (1:2) untuk daerah Jawa Tengah dan
Jawa Timur.

5) Nengah (1:1) dan Jejuron untuk daerah Priangan, Jawa Barat.

6) Nyakap untuk daerah Lombok.

b. Landasan Hukum Bagi Hasil Pertanian

Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pekerja dan pemilik tanah.
Terkadang si pekerja memiliki kemahiran di dalam mengolah tanah sedangkan dia
tak memiliki tanah. Dan terkadang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai
kemampuan bercocok tanam. Maka Islam mensyariatkan kerja sama seperti ini
sebagai upaya/bukti pertalian dua belah pihak. Perbuatan seperti ini dilakukan

oleh Rasulullah SAW dan dilakukan pula oleh para sahabat beliau sesudah itu.*’

“'Pasal 25 ayat (2) KHES, h. 23.

*SAP. Parlindungan, Undang-undang Bagi Hasil di Indonesia (Bandung: CV. Mandar Maju,
1989), h. 5.

*Sabiq, Fikih Sunnah, terj. Jilid 12, 146-147.
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Pembolehan bagi hasil di dalam ketentuan hukum Islam didasarkan
kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga pernah dipraktikkan oleh para
sahabat beliau. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,
bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian

dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar.*
G o iy e g i o sl Lo & J3hg OF Lie 1 o a8 3 38

(e s g i ol g

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a, ia bercerita bahwa Nabi SAW
mempekerjakan penduduk Khaibar dengan seperdua davi hasilnya, yang berupa
buah-buahan dan tanam-tanaman.” (H.R Bukhart).

Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Al-Husain r.a. berkata: “Tak ada seorang
muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dengan
mendapatkan sepertiga atau seperempat. Dan Ali r.a., Said bin Malik, Abdullah
bin Mas’ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga

F-3 (Riwayat

Umar, keluarga Ali dan Ibnu Sirin, semua terjun ke dunia pertanian.
Al-Bukhari).

Sebagaimana dalam kitab A/-Mughni dikatakan: “Hal ini masyhur,
Rasulullah SAW mengerjakan sampai beliau kembali ke rahmatullah, kemudian
dilakukan pula oleh para khalifahnya sampai mereka meninggal dunia, kemudian

5
keluarga mereka sesudah mereka.”’

Pasaribu, Hukum Perjanjian, 62.

' Al-Imam Al-Bukhary, Shahih Bukhari, terj. Zainuddin Hamidy dkk, Jilid 1 (Singapore: Darel
Fajr Publishing House, 2009), h. 10.

>2Sabiq, Fikih Sunnah, terj. Jilid 12, 147.

3Sabiq, Fikih Sunnah, terj. Jilid 12, 147.
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Imam Ibnul Qayyim berkata: “Kisah Khaibar merupakan dalil kebolehan
musaqah dan muzara’ah, dengan membagi hasil yang diperoleh antara pemilik
dan pekerjanya, baik berupa buah-buahan maupun tanaman lainnya. Rasulullah
sendiri bekerja sama dengan orang-orang Khaibar dalam hal ini. Kerjasama
tersebut terus berlangsung hingga menjelang beliau wafat, serta tidak ada nasakh
(penghapusan hukum dengan hukum yang baru) sama sekali. Para Khulafaa’ur
rasyidiin juga melakukan kerjasama tersebut. Dan ini tidak termasuk jenis
mu’aajarah (mengupah orang untuk bekerja), akan tetapi termasuk jenis
musyaarakah (kongsi), dan ini sama seperti bagi hasil.>*

Ibnu qudamah berkata: “Kerja sama ini dilakukan oleh Khulafaa’ur
rasyidiin di masa kekhilafahan mereka. Dan ini bukan hal yang asing, serta tidak
ada seorang sahabat pun yang menolaknya, sehingga kebolehannya merupakan
ijma’.” Selanjutnya ia berkata: “Dan tidak boleh bersandar kepada sesuatu yang
bertentangan dengan hadits dan ijma’. Banyak pemilik pohon kurma dan
pepohonan lainnya yang tidak mampu merawat dan menyiramnya, sedangkan ia
juga tidak mungkin menyewa orang untuk melakukannya. Namun, banyak juga
orang yang tidak memiliki pohon, sedangkan mereka membutuhkan buahnya.
Maka, dengan kebolehan kerjasama ini, terpenuhilah dua kebutuhan dan
tercapailah kebaikan untuk dua pihak.”*

Imam Abu Hanifah dan Zufar tidak memperbolehkan muzara’ah. Mereka
berdua mengatakan bahwa akad muzara’ah adalah faasidah (rusak, tidak sah).

Dengan kata lain, akad muzara’ah dengan bagian upah sepertiga atau seperempat

*Saleh al-Fauzan, Al-Mulakhasul Fighi, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani
Press, 2005), h. 477.
%3 Al-Fauzan, Al-Mulakhasul Fighi, terj., 478.
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dari hasil tanamannya adalah batal dan tidak sah menurut pendapat mercka
berdua.>

Imam Syafi’i tidak memperbolehkan muzara’ah. Menurut ulama
Syafi’iyah, yang boleh hanyalah muzara’ah yang statusnya mengikuti akad
musagah (penyiraman dan perawatan pohon) karena dibutuhkan. Maka oleh
karena itu, jika seandainya di dalam sebuah kebun kurma, diantara pepohonan
kurma yang ada terdapat lahan-lahan kosong, maka sah melakukan muzara’ah
atas lahan-lahan kosong yang terdapat diantara pohon-pohon kurma yang ada
tersebut bersamaan dengan akad musaqah atas kebun kurma tersebut (atau
mungkin yang kita kenal dengan istilah tanaman tumpang sari) dengan syarat
pekerjanya adalah orang yang sama dan sulitnya melakukan penyiraman terhadap
pohon-pohon kurma yang ada secara tersendiri.’’

Dalil yang dijadikan landasan oleh Imam Abu Hanifah, Zufar dan Imam
Syafi’i tentang tentang tidak adanya pensyariatan muzara’ah adalah:
“Bahwasannya Rasulullah SAW melarang al-mukhabarah,” yakni al-muzara’ah.
Karena upah pihak penggarap, yaitu yang diambilkan dari apa yang dihasilkan
oleh lahan yang digarap, ada kalanya statusnya adalah ma’dumm (tidak ada),
karena pada saat dilakukannya akad hal itu memang belum ada. Atau ada kalanya
majhuul (tidak diketahui pasti), karena tidak bisa diketahui secara pasti kadar
yang akan dihasilkan oleh lahan yang digarap tersebut, bahkan mungkin akhirnya

tidak menghasilkan apa-apa (gagal panen).”®

387uhaili, Al-Figh Al-Islamiy, terj. Jilid 6, 563.
>Tzuhaili, Al-Figh Al-Islamiy, terj. Jilid 6, 563.
¥7uhaili, Al-Figh Al-Islamiy, terj. Jilid 6, 564.
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Dua rekan Imam Abu Hanifah (Muhammad dan Abu Yusuf), Imam Malik,
Imam Ahmad dan Dawud Azh-Zhahiri, dan ini merupakan pendapat Jumhur
Fuqgaha’, bahwa muzara’ah adalah boleh. Hal ini berdasarkan dalil, bahwasannya
Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar untuk mengolah dan
mengerjakan lahan Khaibar dengan upah separuh dari hasil pohon kurma atau dari
hasil panen tanaman pertaniannya. Juga karena itu adalah sebuah bentuk akad
kerjasama (join) antara harta dan pekerjaan, maka oleh karena itu hukumnya
boleh, sama seperti mudharabah. Praktik dan fatwa dalam masalah ini menurut
ulama Hanafiyah adalah memakai pendapat kedua rekan Imam Abu Hanifah ini.
Karena akad seperti itu memang dibutuhkan. Ini adalah pendapat yang raajih.”

Dan pendapat mereka ini juga diperkuat oleh firman Allah SWT:®

61 PR W & w0 48 AL G ot i T2 By P2 < 2@ ,,o 1- 94 .%
o A 2 &) 2 T8 oisiis Ay e s Vs sBis 5 e Tsuss

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”” (QS.
Al-Maidah: 2).

Bagi hasil ini dipandang lebih baik daripada sewa-menyewa tanah
pertanian, sebab sewa-menyewa tanah pertanian ini lebih bersifat untung-
untungan daripada bagi hasil, karena hasil yang diperoleh (produksi) tanah

pertanian yang disewa tersebut belum diketahui jumlahnya, sedangkan jumlah

7uhaili, Al-Figh Al-Islamiy, terj. Jilid 6, 564.

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figih Muamalat) (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2004), h. 275.

61QS. Al-Maidah (5): 2.

2Departemen Agama RI, AI-Qur’an Tajwid, 106.
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pembayarannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Imam Ibnul Qayyim pun
berkata: “Muzara’ah ini lebih jauh dari kezaliman dan kerugian daripada ijarah.
Karena dalam jjarah, salah satu pihak sudah pasti mendapatkan keuntungan.
Sedangkan dalam muzara’ah, apabila tanaman tersebut membuahkan hasil, maka
kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan, dan apabila tidak
menghasilkan buah maka mereka menanggung kerugiannya bersama.”® Dan
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata: “Muzara’ah merupakan asal dari
ijarah (mengupah atau menyewa orang), dikarenakan dalam keduanya masing-
masing pihak sama-sama merasakan hasil yang diperoleh dan menanggung
kerugian yang terjadi.”
c. Al-Muzara’ah dan Al-Mukhabarah
1) Definisi Muzara’ah dan Mukhabarah

Kata Al-Muzara’ah, secara etimologi adalah bentuk mashdar (infinitif)

dari asal kata {3, yang artinya adalah sama dengan &uyl (menanam,

menumbuhkan).64

Al-muzara’ah ialah menyuruh orang lain untuk menggarap tanah, ladang,
atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah,
ladang, atau sawah dengan perjanjian bahwa berasal seperdua atau sepertiga

hasilnya umpamannya, digunakan untuk mengusahakan. Hal semacam ini tidak

% Al-Fauzan, 4l-Mulakhasul Fighi, terj., 480.
$4zuhaili, Al-Figh Al-Islamiy, terj. Jilid 6, 562.
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dilarang oleh agama, malah dianjurkan karena banyak faedahnya, asal tidak
menimbulkan perselisihan dan tipuan diwaktu berbuah.®

Apabila benih tanaman berasal dari penggarap lahan, maka dinamakan
dengan al-mukhabarah. Muzara’ah juga disebut dengan mukhabarah (dari asal
kata “al-Khabaar,” yang artinya adalah tanah yang gembur) dan al-muhaaqalah.
Sedangkan orang Irak menyebutnya al-Qaraah. Sementara itu, ulama Syafi’iyah
menjelaskan pengertian al-Mukhabarah seperti berikut, mengerjakan suatu lahan
dengan upah sebagian dari hasilnya, sementara benihnya dari pihak pekerja.*®

Sedangkan yang dimaksud dengan muzara’ah menurut Syafi’iyah,
sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Al-Jaziri, muzara’ah adalah transaksi
antara penggarap dengan pemilik tanah untuk menggarap tanah dengan imbalan

dengan 1 otentuan bibit dari

sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut
pemilik tanah.®” Menurut Imam Al-Bandaniji, muzara’ah dan mukhabarah itu
pengertiannya sama, tidak ada perbedaan. Pendapat ini diperkuat oleh Al-Qadhi
Abu Ath-Thayyib, dan Al-Jauhari. Tetapi menurut Imam Ar-Rifa’i dan An-

Nawawi, antara muzara’ah dan mukhabarah terdapat perbedaan. Muzara’ah

bibitnya dari pemilik tanah, sedangkan mukhabarah bibitnya dari penggarap.®®

Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S., Figih Madzhab Syafi’i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat,
Jinayat (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 131.

*®zuhaili, Al-Figh Al-Islamiy, terj. Jilid 6, 563.

87 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-F| iqh ‘ala Al-Madzahib Al-Arba’ah (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), h.
4-5.

Muslich, F igh Muamalat, 394.
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Menurut Hanafiyah, muzara’ah adalah suatu ibarat tentang akad
kerjasama penggarapan tanah dengan imbalan sebagian hasilnya, dengan syarat-
syarat yang ditetapkan oleh syara’.%’

Ulama Malikiyah mendefinisikan muzara’ah adalah persekutuan atau
perjoinan (kerjasama) dalam mengolah dan menanami lahan. Dan ulama
Hanabilah mendefinisikannya sebagai berikut, penyerahan suatu lahan kepada
orang (buruh tani) yang mengolah dan menanaminya, sedangkan hasil
tanamannya dibagi diantara mereka berdua (pemilik lahan dan pengelolah).”

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, juga memberikan definisi muzara’ah
yaitu pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak
menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah
ditentukan, misalnya: setengah, sepertiga atau kurang atau lebih menurut
persetujuan bersama.”’

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang
Pembiayaan Sindikasi (A/-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma’), Akad Muzara’ah
adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola
(penggarap), di mana benih tanaman berasal dari pemilik lahan, hasil pertanian
dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati. Sedangkan
Akad Mukhabarah adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan

dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman berasal dari penggarap lahan,

Muslich, Figh Muamalat, 392.

7 uhaili, Al-Figh Al-Islamiy, terj. Jilid 6, 562.

"'Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam (Jakarta: PT Bina Ilmu,
1993), h. 383.
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hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang
disepakati.”

Muzara’ah merupakan salah satu bentuk ta ‘awun (kerjasama) antara buruh
tani dan pemilik sawah. Seringkali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian,
tetapi dia tidak punya lahan, dan sebaliknya banyak orang yang punya lahan tetapi
tidak mampu menanaminya. Maka Islam mensyariatkan muzara’ah sebagai jalan
tengah bagi keduanya.

2) Rukun Muzara’ah/Mukhabarah

Rukun muzara’ah menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan gabul. Yaitu
pemilik lahan berkata kepada pihak penggarap, “Aku serahkan lahan ini
kepadamu sebagai muzara’ah dengan upah sekian.” Lalu pihak penggarap berkata,
“Aku terima,” atau, “Aku setuju,” atau perkataan-perkataan yang menunjukkan
bahwa ia menerima dan menyetujuinya. Apabila ijab dan gabul ini sudah terjadi,
maka berlakulah akad muzara’ah diantara keduanya.73 Menurut ulama Hanafiyah,
akad muzara’ah awalnya adalah bentuk akad ijarah, sedangkan pada akhirnya
berupa syarikah (kerjasama, patungan, joinan). Apabila benihnya dari pihak
penggarap, maka objek akadnya berarti kemanfaatan lahan. Sedangkan jika
benihnya dari pihak pihak pemilik lahan, maka objek akadnya berarti kemanfaatan
pekerjaan si penggarap.

Sementara itu, ulama Hanabilah mengatakan, bahwa akad muzara’ah dan
musaqah tidak perlu kepada gabul secara lisan, akan tetapi cukup dengan si

penggarap memulai mengerjakan dan mengolah lahan atau merawat dan

"?Fatwa DSN-MUI Nomor: 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (4/-Tamwil Al-
Mashrifi AI-Mujamma’).
Bzuhaili, Al-Figh Al-Islamiy, terj. Jilid 6, 565.
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menyirami tanaman, sama seperti wakil. Adapun sifat akad muzara’ah, maka
menurut ulama Hanafiyah adalah sama seperti akad-akad syarikah yang lain, yaitu
statusnya adalah ghairu laazim (tidak berlaku mengikat). Sementara itu, ulama
Malikiyah mengatakan bahwa akad muzara’ah statusnya sudah menjadi /aazim
(berlaku mengikat) jika benih telah ditaburkan atau telah ditanam. Pendapat yang
mu tamad menurut ulama Malikiyah adalah, bahwa bentuk-bentuk akad syarikah
(kerjasama, joinan) dalam hal harta statusnya sudah menjadi laazim (mengikat)
jika telah ada jjab qabul. Dan ulama Hanabilah mengatakan, bahwa akad
muzara’ah statusnya adalah ghairu laazim (tidak berlaku mengikat), sehingga
salah satu pihak bisa membatalkannya dan akad menjadi batal dengan
meninggalnya salah satu pihak.™
Menurut Jumhur Ulama, sebagaimana dalam akad-akad yang lain, rukun

muzara ah/mukhabarah ada tiga, yaitu:75

a) Agqid, yaitu pemilik tanah dan penggarap.

b) Ma’qud ‘alaih atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan

penggarap.

c) [jab dan gabul.

Secara sederhana ijab dan qabul cukup dengan lisan saja. Namun, sebaiknya
dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama,

termasuk bagi hasil (persentase kerja sama itu).

"zuhaili, Al-Figh Al-Islamiy, terj. Jilid 6, 565.
"Muslich, Figh Muamalat, 395.
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3) Syarat-syarat Muzara’ah/Mukhabarah

Kedua rekan Imam Abu Hanifah (Muhammad dan Abu Yusuf)
menetapkan sejumlah syarat untuk muzara’ah. Ada syarat untuk pihak yang
melakukan akad, syarat untuk penanaman dan apa yang ditanam, syarat untuk
hasil tanaman, syarat untuk lahan yang ditanam, syarat untuk objek akad, syarat
untuk alat pertanian yang digunakan, dan syarat masa muzara’ah.”’

a) Syarat-syarat pihak yang melakukan akad
Syarat-syarat pihak yang melakukan akad adalah sebagai berikut:

(1) ‘Aqid harus berakal (mumayyiz). Dengan demikian, tidak sah akad yang
dilakukan oleh orang yang gila, atau anak yang belum mumayyiz, karena akal
merupakan syarat kecakapan (ahliyah) untuk melakukan tasarruf. Adapun
baligh tidak menjadi syarat dibolehkannya akad muzara’ah.

(2) ‘Aqid tidak murtad, menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Hal tersebut
dikarenakan menurut Imam Abu Hanifah, tasarruf orang yang murtad
hukumnya ditangguhkan (mauquf). Sedangkan menurut Abu Yusuf dan
Muhammad bin Hasan, akad muzara’ah dari orang yang murtad hukumnya
dibolehkan.

b) Syarat penanaman

Yaitu harus diketahui secara pasti, dalam artian harus dijelaskan apa benih
yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu yang ditanam berbeda-beda sesuai
dengan penanaman yang dilakukan. Karena ada jenis tanaman yang bertambah

ketika ditanam dan ada pula yang berkurang. Namun hal yang sesuai dengan

zuhaili, Al-Figh Al-Islamiy, terj. Jilid 6, 566-568.
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prinsip istihsan adalah, bahwa menjelaskan apa yang ditanam tidak menjadi syarat
disini. Jika yang disebutkan adalah muzara’ah, maka masalah apa yang akan
ditanam dipasrahkan kepada pihak penggarap.

c) Syarat sesuatu yang ditanam

Yaitu haruslah berupa tanaman yang aktivitas pengolahan dan
penggarapan bisa berdampak tanaman tersebut mengalami pertambahan dan
pertumbuhan.

d) Syarat-syarat hasil tanaman

Berkaitan dengan hasil tanaman disyaratkan hal-hal berikut. Apabila
syarat ini tidak dipenuhi maka akad muzara’ah menjadi fasid.”’

(1) Hasil tanaman harus dijelaskan dalam perjanjian, karena hal itu sama dengan
upah, yang apabila tidak jelas akan menyebabkan rusaknya akad.

(2) Hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad.
Apabila disyaratkan hasilnya untuk salah satu pihak maka akad menjadi
batal.

(3) Pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya (nishah-nya), seperti
separuh, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Apabila tidak ditentukan
maka akan timbul perselisihan, karena pembagian tidak jelas.

(4) Hasil tanaman harus berupa bagian yang belum dibagi diantara orang-orang
yang melakukan akad. Apabila ditentukan bahwa bagian tertentu diberikan

kepada salah satu pihak maka akadnya tidak sah.

""Muslich, F igh Muamalat, 397.
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e) Syarat-syarat lahan yang ditanami
Syarat-syarat lahan yang ditanami adalah seperti berikut:

(1) Lahan itu layak dan cocok untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian.
Maka oleh karena itu, seandainya tanah lahan tersebut adalah tidak layak
untuk ditanami, seperti lahan yang mengandung garam atau lahan yang
tanahnya selalu berlumpur, maka akad muzara’ah tidak sah.

(2) Lahan yang akan digarap harus diketahui dengan jelas, supaya tidak
menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad.

(3) Lahan tersebut harus diserahkan kepada penggarap, sehingga ia mempunyai
kebebasan untuk menggarapnya.

f) Syarat objek akad muzara’ah

Objek akad dalam muzara’ah harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya
akad, baik menurut syara’ maupun urf (adat). Tujuan tersebut adalah salah satu
dari dua perkara, yaitu mengambil manfaat tenaga penggarap, dimana pemilik
tanah mengeluarkan bibitnya, atau mengambil manfaat atas tanah, dimana
penggarap yang mengeluarkan bibitnya.”®

g) Syarat alat pertanian yang digunakan

Syaratnya, peralatan dan sarana yang digunakan dalam mengolah lahan,
seperti binatang untuk membajak tanah, dan berbagai peralatan yang biasa
digunakan dalam menggarap lahan pertanian, statusnya adalah sudah ikut masuk
ke dalam akad dengan sendirinya, bukan merupakan sesuatu yang dimaksudkan

dan dikehendaki dalam akad. Jika tidak, maka akad muzara 'ah tidak sah.

"®Muslich, Figh Muamalat, 398.

41



h) Syarat masa muzara’ah

Masa berlakunya akad muzara’ah disyaratkan harus jelas dan ditentukan
atau diketahui, misalnya satu tahun atau dua tahun. apabila masanya tidak
ditentukan (tidak jelas) maka akad muzara’ah tidak sah.”

Ulama Malikiyah mengemukakan bahwa syarat muzara’ah itu ada tiga,
yaitu sebagai berikut:*

a) Kedua orang yang melangsungkan akad harus menyerahkan benih.
b) Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan penggarap.
c) Benih yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak harus sama jenisnya.

Ulama Syafi’iyah tidak mensyaratkan dalam muzara’ah persamaan hasil
yang diperoleh antara pemilik tanah dan pengelolah (penggarap). Menurut mereka
muzara’ah adalah penggarapan tanah dengan imbalan hasil yang keluar dari
padanya, sedangkan bibit (benihnya) dari pemilik tanah.*’

Adapun ulama Hanabilah, sebagaimana ulama Syafi’iyah tidak
mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang akad. Namun
demikian, mereka mensyaratkan lainnya:**

a) Benih berasal dari pemilik lahan, tetapi ada versi riwayat lain bahwa Imam
Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap.

b) Kedua orang yang melaksanakan akad harus menjelaskan bagian masing-
masing.

¢) Mengetahui dengan jelas jenis benih.

"Muslich, Figh Muamalat, 398.

9Rahmat Syafe’i, Figh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 209.
$'Muslich, Figh Muamalat, 399.

82Qyafe’i, Figh Muamalah, 209-210.
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4)

Bentuk-bentuk akad muzara’ah

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk muzara’ah ada empat

macam, tiga hukumnya sah dan yang satu hukumnya batal atau fasid. Bentuk-

bentuk tersebut adalah sebagai berikut:®

a)

b)

d)

Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat
untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini
muzara’ah hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa
terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut
kepada penggarap.

Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga
(pekerjaan) dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, muzara’ah juga
hukumnya dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah
dengan imbalan sebagian hasilnya.

Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga
(pekerjaan) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini,
muzara’ah juga hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai
penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.

Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan
pekerjaan dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang keempat ini,
menurut Zhahir riwayat, muzara’ah menjadi fasid. Hal ini dikarenakan
andaikata akad itu dianggap sebagai menyewa tanah maka disyaratkannya

alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewanya

83 Muslich, F igh Muamalat, 400.
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menjadi fasid, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya
berbeda manfaatnya. Demikian pula apabila akadnya dianggap menyewa
tenaga penggarap maka disyaratkannya benih harus dari penggarap,
menyebabkan ijarah menjadi fasid, sebab benih tidak ikut kepada ‘amil
(penggarap) melainkan kepada pemilik.
5) Berakhirnya akad muzara’ah dan bentuk-bentuk pembatalan akad
muzara’ah
Al-Muzara’ah adakalanya berakhir secara normal, yaitu setelah tercapai
dan terealisasinya maksud dan tujuan dari muzara’ah yang dilakukan. Atau
adakalanya bisa berakhir secara tidak normal, yaitu dengan mengakhiri dan
membatalkannya sebelum maksud dan tujuan dari muzara’ah yang dilakukan
terealisasi. Keterangannya berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah adalah sebagai
berikut:**
a) Berakhirnya masa atau jangka waktu muzara’ah yang ditetapkan
Muzara’ah berakhir dengan berakhirnya jangka waktu akad muzara’ah
yang disepakati. Jika jangka waktu akad sudah habis, maka berakhir pula
akadnya. Jika masa atau jangka waktunya sudah habis, tanaman pun sudah
mencapai usia panen, hasilnya pun dibagi diantara kedua belah pihak sesuai
dengan kesepakatan yang ada, maka disini tidak ada masalah lagi, dan akad pun
berakhir secara normal tanpa menyisakan masalah apa-apa.
Adapun jika jangka waktu yang ditetapkan dalam akad telah berakhir, atau

masa akad muzara’ah telah berakhir, namun tanaman yang ada ternyata belum

¥ zuhaili, Al-Figh Al-Islamiy, terj. Jilid 6, 577-581.
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mencapai usia panen, maka akad muzara’ah yang ada tetap berlanjut dan pihak
penggarap tetap melanjutkan pekerjaannya sampai tanaman yang ada mencapai
usia tua dan siap panen. Hal ini sebagai bentuk menjaga dan mengakomodir
kemaslahatan dan kepentingan kedua belah pihak sebatas yang bisa dilakukan,
sebagaimana yang berlaku dalam akad ijarah.
b) Salah satu pihak meninggal dunia
Muzara’ah berakhir atau menjadi batal jika salah satu pihak meninggal
dunia, sebagaimana akad ijarah juga berakhir dan menjadi batal karena salah satu
pihak meninggal dunia. Baik apakah kematian itu terjadi sebelum proses
penanaman maupun setelahnya, baik apakah tanamannya sudah mencapai masa
panen maupun belum. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah.
Sementara itu, ulama Malikiyah ulama Syafi’iyah mengatakan, muzara’ah
sebagaimana akad ijarah, tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak.
c) Memfasakh (membatalkan) akad muzara’ah karena ada suatu udzur
Menurut ulama Hanafiyah, akad muzara’ah yang telah berlaku mengikat
boleh dibatalkan karena ada suatu udzur atau alasan, baik itu dari pemilik lahan
maupun dari pihak penggarap. Diantara bentuk-bentuk udzur tersebut adalah
sebagai berikut:
(1) Pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak, sehingga tanah
yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak

ada harta yang lain selain tanah tersebut.
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(2) Timbulnya wudzur (alasan) dari pihak penggarap, misalnya sakit atau
bepergian untuk kegiatan usaha, atau jihad fi sabilillah, sehingga ia tidak bisa

mengelolah (menggarap) tanah tersebut.®

$Muslich, Figh Muamalat, 404.
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BAB III

METODE PENELITIAN

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau
mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah metode merupakan titik awal
menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.*® Jadi
metode penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh peneliti dalam
melakukan penelitian.

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

yuridis empiris atau sosiologis hukum (sociology of law). Penelitian yuridis

% Bahder J. Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 13.
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empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum. Dengan maksud
mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam
masyarakat, penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (field research).®’
Penelitian lapangan bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah penelitian dan
apabila memungkinkan memberikan solusi masalah-masalah dalam kehidupan
sehari-hari.*® Dalam penelitian ini akan dicari data-data mengenai praktik sistem
Mampaduoi dalam perjanjian bagi hasil sawah di Nagari Gunung Medan,
Sumatera Barat, tinjauan Hukum Islam yaitu dari pandangan tokoh Agama Islam
dan tokoh Adat di Nagari Gunung Medan mengenai sistem Mampaduoi tersebut,
serta mengkaji dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi
Hasil.
B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan
menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau
kelompok tertentu, atau untuk melakukan penyebaran suatu gejala, atau untuk
menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam
masyarakat.”

Pendekatan kualitatif merupakan suatu yang memerlukan proses yang
berasal dari hasil wawancara, observasi atau dari sejumlah dokumen. Data-data

tersebut kemudian dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori

¥ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 2.
$8Saifudin Azar, Metode Penelitian (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 36.

#*Bambang Songgono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997),
h. 25.
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yang sesuai. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
diamati.”® Sehingga dengan pendekatan kualitatif ini penulis dapat
mendeskripsikan secara sistematis terhadap data-data kualitatif mengenai praktik
sistem Mampaduoi dalam perjanjian bagi hasil sawah di Nagari Gunung Medan,
Sumatera Barat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan
ditetapkan lokasi, akan dapat lebih mudah untuk mengetahui dimana tempat suatu
penelitian akan dilakukan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Nagari
Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera
Barat.

Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, serta memudahkan
peneliti di dalam pengambilan sampel. Selain itu peneliti mengambil lokasi
penelitian di Nagari Gunung Medan dengan alasan, karena di Nagari tersebut
mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan di Nagari tersebut juga
berlangsung bagi hasil pertanian sawah.

D. Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel merupakan sebuah metode yang sangat

penting dalam sebuah penelitian, karena sampel penelitian memegang informasi

utama (urgent) dalam penelitian.

% Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press,
2006), h. 133.
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Metode pengambilan sampel (subyek) dalam penelitian ini menggunakan
metode non probabilitas atau non random, dimana metode ini adalah teknik
pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada anggota
populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan cara purposive sample, yaitu
memilih sampel berdasarkan penilaian atau pertimbangan tertentu, berdasarkan
ciri atau sifat, serta karakteristik yang mempunyai keterkaitan dengan obyek
penelitian, berdasarkan pengetahuan dan informasi yang dimilikinya.”’

Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditujukan bagi mereka yang
menguasai atau memahami sesuatu bukan sekedar mengetahui, tetapi juga
menghayatinya, yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan
yang tengah diteliti, dan tidak cenderung menyampaikan informasi hasil
‘kemasannya’ sendiri. Sampel dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi
yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Atas dasar ini, maka peneliti
memilih 4 orang tokoh Agama Islam dan 3 orang tokoh Adat di Nagari Gunung
Medan untuk dijadikan sebagai informan.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris adalah sumber data yang
berasal dari data primer atau data dasar dan data sekunder.”” Sumber data dalam
penelitian ini adalah semua data atau seseorang yang memberikan informasi dan
keterangan yang berkaitan dengan kebutuhan sumber data utama dalam penelitian
kualitatif. Data kualitatif ialah kata-kata, tindakan atau data tambahan seperti

dokumen lain-lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan sumber data dalam

*'Nasution, Metode Penelitian, 159.
?Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 12.
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penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.”> Adapun sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:**
a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik
melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak
resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data diperoleh langsung dari
sumbernya dengan cara wawancara langsung dengan buya Syafri Imam, buya
Zubir Yus, buya Darlis, buya Arbis (selaku tokoh Agama Islam di Nagari Gunung
Medan), dan Abdul Aziz Datuak Basa, Zainal Abidin Datuak Bandaro, Zainal
Abidin Datuak Paduko Simarajo (selaku tokoh Adat di Nagari Gunung Medan).
b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data
primer. Untuk memperoleh sumber data sekunder penulis melakukan studi
kepustakaan, yaitu mempelajari, memahami buku-buku, artikel, jurnal ilmiah,
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, literatur
yang ada hubungannya dengan judul skripsi, serta tulisan para pakar atau
cendekiawan yang ada hubungannya dengan tema penelitian. Data sekunder ini
dapat menjadi bahan pelengkap bagi peneliti untuk menguatkan bukti penelitian
menjadi lebih valid, sehingga membantu peneliti untuk memecahkan masalah dan

menyelesaikannya dengan baik.

*Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipts,
2010), h. 172.
*Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.
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F. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode penelitian kualitatif maka peneliti mengumpulkan
data dengan cara:
a. Observasi

Penelitian ini menggunakan pengamatan langsung atau observasi sebagai
metode pengumpulan data. Moh. Nazir mengartikan observasi sebagai
“pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain
untuk keperluan tersebut.”” Dalam penelitian, pengamatan adalah suatu prosedur
yang berencana, yaitu melihat dan mencatat jumlah dan taraf aktivitas tertentu
yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
b. Interview/wawancara

Wawancara (interview) merupakan cara pengumpulan data dengan cara
tanya jawab yang dikerjakan dengan cara sistematik dan berlandaskan pada tujuan
penelitian.96 Wawancara ini merupakan suatu bentuk komunikasi yang verbal,
yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi dari informan,
sehingga dengan menggunakan metode ini melibatkan penulis sebagai penggali
data untuk berkomunikasi langsung dengan informan. Dimana peneliti telah
mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema penelitian, namun
masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika
wawancara. Peneliti menggunakan metode ini bertujuan untuk menemukan
permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta

pendapat dan ide-idenya. Jadi dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-

%*Moh. Nazir, Metodologi Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 212.
%*Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: BPEE UII Yogyakarta, 2001), h. 62.
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hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi
dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu tidak dapat ditemukan melalui
observasi. Para informan yang peneliti wawancarai dalam penelitian ini berjumlah
7 orang yaitu: buya Syafri Imam, buya Zubir Yus, buya Darlis, buya Arbis (selaku
tokoh Agama Islam di Nagari Gunung Medan), dan Abdul Aziz Datuak Basa,
Zainal Abidin Datuak Bandaro, Zainal Abidin Datuak Paduko Simarajo (selaku
tokoh Adat di Nagari Gunung Medan).
c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang
berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,
legger, agenda dan sebagainya.”” Dimana seluruh dokumen tersebut dapat
digunakan sebagai pendukung data-data hasil wawancara yang telah dilakukan
oleh penulis, yang selanjutnya oleh penulis digunakan sebagai laporan penelitian.
G. Metode Pengolahan Data

Miles dan Hubermen, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai
tuntas, sehingga datanya jenuh.”® Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak
diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi
reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta Penarikan

kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification).

7 Arikunto, Prosedur Penelitian, 172.
%Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D (Bandung: Alfabeta, 2008), h.
91.
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Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data
kualitatif, yaitu reduksi data, model data, penarikan/verifikasi kesimpulan:99
a. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan,
penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi
dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi
data terjadi secara berkelanjutan melalui kehidupan suatu proyek yang
diorientasikan secara kualitatif. Faktanya, bahkan “sebelum” data secara aktual
dikumpulkan, reduksi data antisipasi terjadi sebagaimana diputuskan oleh peneliti
(sering tanpa kesadaran penuh) yang mana kerangka konseptual, situs, pertanyaan
penelitian, pendekatan pengumpulan data untuk dipilih.'*

Sebagaimana pengumpulan data berproses, terdapat beberapa episode
selanjutnya dari reduksi data (membuat rangkuman, pengodean, membuat tema-
tema, membuat gugus-gugus, membuat pemisah-pemisah, menulis memo-memo).
Dan reduksi data/pentransformasian proses terus-menerus setelah kerja lapangan,
hingga laporan akhir lengkap.'"'

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis, karena
merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data
untuk diberi kode, untuk ditarik keluar, dan rangkuman pola-pola sejumlah
potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan

analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih,

9Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 129-
135.

10 mzir, Metodologi Penelitian, 129.

Yl Emzir, Metodologi Penelitian, 130.
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memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana
kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.
b. Model Data (Data Display)

Tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau
penampilan (display) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya,
mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. Display adalah
format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca. Menurut
Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan
sejenisnya.'*

Penelitian kualitatif — biasanya difokuskan pada kata-kata, tindakan-
tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu. Konteks tersebut dapat dilihat
sebagai aspek relevan segera dari situasi yang bersangkutan, maupun sebagai
aspek relevan dari sistem sosial dimana seseorang berfungsi (ruang kelas, sekolah,
departemen, keluarga, agen, masyarakat lokal), sebagai ilustrasi dapat dibaca
Miles dan Huberman.'”

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun
dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja
penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang
yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki
makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data,

membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi

1OZSugiyono, Metode Penelitian, 95.
%M. B Milles dan M.A Huberman, Qualitative Data Analysis (London: Sage Publication, 1984),
h. 133.
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dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian
data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis
kualitatif yang valid dan handal.

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan
temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa
kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah
bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data
berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai
verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung
oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan
saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan
kesimpulan yang kredibel.

Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka
untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong
tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya telah
memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak
diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih
lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat sedang data lain yang tidak menunjang,
lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan.

H. Teknik Uji Kesahihan Data
Agar data-data yang diperoleh dari tempat penelitian dan para informan

memperoleh keabsahan maka peneliti menggunakan teknik:
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a. Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri,
keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan
tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan
perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Perpanjangan
keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data
yang dikumpulkan.'®*

Sebelum melakukan penelitian secara formal terlebih dahulu peneliti
menyerahkan surat permohonan penelitian kepada Wali Nagari (Kepala Desa),
kemudian dari Kenagarian diberi surat pengantar yang diserahkan kepada para
informan. Hal ini dimaksud agar dalam melakukan penelitian mendapat respon
atau tanggapan yang baik mulai dari awal sampai akhir penelitian selesai. Peneliti
memperpanjang masa observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang
valid dari lokasi penelitian.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur
dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari
dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata
lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan
pengamatan menyediakan kedalaman. Hal itu berarti bahwa peneliti hendaknya
mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan

terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian ia menelaahnya secara rinci

""Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), h.
175.
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sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu
atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.'®
c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak
digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.'%

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang
dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya
adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga
diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.
Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan
memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi
ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari
berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak
mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.'”” Metode
triangulasi merupakan metode paling umum dipakai untuk uji validitas dalam

penelitian kualitatif.

IOSMoleong, Metodologi Penelitian, 177.

1()(’Moleong, Metodologi Penelitian, 178.

'“’Mudjia Rahardjo, “Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif”, http://uin-malang.ac.id/2010/10/15/
triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif/, diakses tanggal 10 Oktober 2017.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian dalam mewujudkan
adanya kesesuaian antara realita sosial dengan data yang ada, maka perlu adanya
deskripsi mengenai lokasi penelitian yaitu Nagari Gunung Medan, Kecamatan
Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

Asal nama Gunung Medan yakni Puncak Gunung dari seluruh sisi selalu
tampak cantik dan elok, dalam istilah orang tempo dulu Medan artinya cantik dan
elok. Penduduk Nagari Gunung Medan menurut “wari nan bajawek imanat nan

bapocik” dari urang tuo-tuo terdahulu sebelum menjadi sebuah kampung atau
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nagari semua itu tidak terlepas dengan janji sesuai dengan petatah adat yakni

“tabiang ditampati dengan janji, kampuang dibuek dengan janji.” Begitulah asal

muasal nama Gunung Medan dengan suku yang enam dan dipimpin oleh enam

orang Datuk. Suku yang enam di Nagari Gunung Medan tersebut adalah sebagai
berikut:

1. Melayu

2. Piliang Datuak Paduko Simarajo

3. Piliang Datuak Paduko Majoindo

4. Patopang

5. Tigo Nini Datuak Lipati

6. Tigo Nini Datuak Sinaro

Terdiri dari 4 orang Pegawai Adat:

1. Manti, yaitu orang yang membantu panghulu dibidang tatalaksana
pemerintahan. Dalam adat, segala hal yang berhubungan dengan pemerintahan
akan diurus oleh manti.

2. Siamil/Malin, yaitu orang yang membantu penghulu dibidang agama. Semua
urusan yang berhubungan dengan agama Islam menjadi tanggung jawabnya.

3. Dubalang, yaitu orang yang membantu panghulu dibidang keamanan. Ia
bertugas menjaga dan memelihara keamanan serta ketentraman dalam
masyarakat adat.

4. Bundo Kanduang, yaitu sebutan bagi perempuan di Minangkabau. Limpapeh
rumah nan gadang, amban paruik pagangan kunci, pusek jalo kumpulan tali,

hiasan di dalam kampuang, sumarak dalam nagari.
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Tanggal 04 Desember 2009 Nagari Gunung Medan resmi dimekarkan,
pemerintahan dahulu yang awalnya bernama Jorong Gunung Medan telah
dimekarkan menjadi Nagari Gunung Medan dengan roda pemerintahan Nagari
yang dijalankan Pjs. M. Syawal, dimana Nagari Gunung Medan adalah
pemekaran dari Nagari Sitiung, yang mana sekarang terbagi menjadi 3 Nagari
yaitu: Nagari Sitiung, Nagari Gunung Medan, Nagari Sungai Duo.

Semenjak dimekarkan roda pemerintah Nagari Gunung Medan dijalankan
Pjs. Wali Nagari dibantu oleh Plt. Sekretaris Nagari, Pemegang Kas Nagari,
Kepala Urusan, Kepala Jorong beserta Tata Usaha Jorong se Nagari Gunung
Medan.

Selanjutnya pemerintah Nagari Gunung Medan diawasi oleh Badan
Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Gunung Medan yang sekarang diketuai oleh
Erizal, S.S periode 2016-2022 dan seluruh masyarakat Nagari Gunung Medan.

Adapun mata pencaharian ataupun jenis pekerjaan penduduk beragam,
yaitu untuk Nagari Gunung Medan terdapat 10 jenis pekerjaan: petani, buruh tani,
PNS, peternak, montir, tukang batu, tukang kayu, tukang gali sumur, penjahit dan
pedagang. Untuk Nagari Gunung Medan mayoritas penduduk bermata
pencaharian petani perkebunan yaitu sebanyak 3.807 jiwa, selanjutnya yang
minoritas adalah jenis pekerjaan Pertukangan yaitu 244 jiwa. Sehingga hal
demikian dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian Nagari Gunung Medan

masih bergerak disektor pertanian dan pertukangan.
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B. Paparan Data dan Analisis Data
1. Praktik Sistem Mampaduoi dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah di Nagari
Gunung Medan, Sumatera Barat

Praktik sistem Mampaduoi dalam perjanjian bagi hasil sawah yang terjadi
di kalangan masyarakat Nagari Gunung Medan merupakan suatu transaksi yang
sudah lama ada dan terus dilakukan secara turun-menurun. Masyarakat Nagari
Gunung Medan sudah mengenal dan menerapkan kerja sama bagi hasil sawah
dengan sistem Mampaduoi ini sejak mulai dibukanya jalan lintas Sumatera yaitu
pada tahun 1977 dan sejak itu pula lah orang-orang Minangkabau yang berasal
dari luar Gunung Medan mulai merantau ke daerah Gunung Medan, serta orang-
orang Jawa yang menjadi transmigrasi dari pulau Jawa ke Sumatera.'®®

Beberapa tahun setelah terjadinya perpindahan penduduk Minangkabau ke
daerah Gunung Medan, seperti para perantau dari Tanah Datar, Payakumbuh,
Padang Panjang, Pariaman dan daerah-daerah lainnya, maupun yang dari luar
daerah Minangkabau, ketika mereka para perantau tersebut telah tinggal dan
menetap di Gunung Medan selama satu tahun, maka mereka sudah dianggap
sebagai cucu kamanakan (keluarga) dari Ninik Mamak Gunung Medan.

Para perantau inilah yang banyak menjadi petani (penggarap) sawah di
daerah Gunung Medan. Sedangkan mereka para perantau tersebut sebelumnya
tidak mempunyai lahan untuk diolah menjadi sawah, maka mereka meminta
izinlah kepada penduduk asli Gunung Medan yang mempunyai lahan kosong yang

tidak dimanfaatkan agar mereka para perantau bisa memanfaatkan lahannya itu

198 A bdul Aziz Datuak Basa, wawancara (Gunung Medan, 09 Januari 2018).
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untuk dijadikan sawah sebagai mata pencaharian mereka selama tinggal di

Gunung Medan.

Setelah mereka para perantau, dalam hal ini disebut sebagai penggarap
diizinkan oleh pemilik lahan untuk memanfaatkan lahannya yang kosong itu,
maka mereka langsung membuat perjanjian dua belah pihak mengenai sistem bagi
hasil dari sawah yang akan diolahnya tersebut. Perjanjian bagi hasil sawah yang
dilakukan oleh dua belah pihak yaitu antara penggarap dan pemilik lahan inilah
yang dinamakan dengan sistem Mampaduoi, disebut Mampaduoi karena mereka
membuat perjanjian dengan kesepakatan dua belah pihak, walaupun hasilnya tidak
mesti harus dibagi dua sama banyak diantara mereka.'”

Berikut beberapa bentuk bagi hasil sawah dengan sistem Mampaduoi yang
ada di masyarakat Gunung Medan:

a. Jika sawah tersebut berasal dari pusako tinggi (turun-temurun) di dalam suatu
kaum, maka bagi hasilnya adalah lebih mengedepankan prinsip kekeluargaan
(badunsanak), yaitu berapa saja yang diberikan dan diantarkan langsung oleh
pihak penggarap kepada pemilik lahan nantinya setelah panen selesai.''’

b. Jika sawah tersebut berasal dari pusako rendah, yaitu yang didapatkan dengan
cara Manaruko/dengan cara mengolah lahan sendiri untuk dijadikan sawah,
maka sistem bagi hasilnya adalah sebagai berikut:'"!

1) Apabila yang menjadi penggarap sawahnya adalah yang mempunyai

hubungan kekeluargaan dekat dengan pemilik lahan (dunsanak surang),

1997 ainal Abidin Datuak Bandaro, wawancara (Gunung Medan, 15 Januari 2018).
"9A bdul Aziz Datuak Basa, wawancara (Gunung Medan, 09 Januari 2018).
" Abdul Aziz Datuak Basa, wawancara (Gunung Medan, 09 Januari 2018).
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2)

3)

maka sistem bagi hasilnya adalah bagi 4 (1:3), yaitu satu bagian untuk
pemilik lahan dan tiga bagian untuk penggarap.

Apabila yang menjadi penggarapnya adalah bukan berasal dari keluarga
dekatnya/orang lain, maka sistem bagi hasilnya adalah bagi 3 (1:2), yaitu
satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk penggarap.

Apabila sawah tersebut sudah berpuluh-puluh tahun lamanya tidak diolah
dan tidak ditanami padi (= 10 tahun), serta susah mengolahnya kembali
untuk dijadikan sawah, maka tiga kali awal dari hasil penen semuanya
hanya untuk penggarap saja, setelah penggarap mendapatkan hasil panen
selama tiga kali barulah untuk hasil-hasil panen berikutnya dibagi antara
penggarap dengan pemilik lahan, yaitu sesuai dengan yang mereka
112

sepakati dua belah pihak apakah 1:2 atau 1:3.

Sistem bagi hasil sawah yang dilakukan masyarakat Gunung Medan

selama ini adalah lebih mengedepankan prinsip kekeluargaan (badunsanak), serta
masyarakat mempunyai jiwa sosial yang tinggi sesama mereka. Tujuan utama
mereka melakukan kerjasama dibidang pertanian sawah ini adalah sebagai sikap
tolong-menolong diantara mereka (penggarap dan pemilik lahan), yaitu antara
keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya, serta mereka tidak pernah

mencari keuntungan sepihak saja.

Karena sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Gunung Medan

adalah bersifat kekeluargaan dan prinsip saling percaya, maka selama ini mereka

hanya membuat perjanjian secara lisan saja dan tidak pernah dibuat dalam bentuk

Zainal Abidin Datuak Paduko Simarajo, wawancara (Gunung Medan, 17 Januari 2018).
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tertulis. Kemudian mengenai berapa lama waktunya penggarap diizinkan
memanfaatkan lahannya tersebut juga tidak ada ditetapkan diawal perjanjian,
biasanya lama waktunya tergantung kepada pihak penggarap saja, yaitu seberapa
sanggup dari penggarap. Jika penggarap masih sanggup untuk mengolah lahannya
itu, maka penggarap akan terus memanfaatkan lahan tersebut, dan apabila
penggarap sudah tidak sanggup lagi untuk mengolahnya atau ada halangan
lainnya, maka penggarap akan mengembalikan lahannya itu kembali kepada
pemilik lahan.

Dahulunya sebelum tahun 2000, masyarakat yang bersawah hanya
mengharapkan air dari langit (bertadah hujan) atau bahkan diangkutkan airnya
dengan menggunakan alat, maka masyarakat sangat sulit untuk bersawah dan
hanya bisa bersawah dimusim-musim tertentu saja. Sejak tahun 2000 barulah
masyarakat Gunung Medan bisa bersawah dengan memanfaatkan saluran irigasi
yang dibuat oleh pemerintah, sehingga masyarakat sudah bisa bersawah kapan
pun pada saat ini.'"

Bagi hasil sawah dengan sistem Mampaduoi yang ada di Nagari Gunung
Medan dan masih dilakukan masyarakat sampai saat ini yaitu ada yang bagi 4
(1:3) untuk sesama keluarga dekat, bagi 3 (1:2) untuk non keluarga, dan juga
masih ada berapa saja yang diberikan oleh pihak penggarap kepada pemilik lahan
(prinsip kekeluargaan/badunsanak). Misalkan, penggarap mendapatkan hasil
panen sebanyak 80 karung padi, maka 80 karung padi dibagi 4 bagian (80:4 = 20),

yaitu sebanyak 20 karung padi, dan 20 karung padi inilah yang menjadi bagiannya

B3Safri Imam, wawancara (Gunung Medan, 09 Januari 2018).
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pemilik lahan, sedangkan yang sisanya 60 karung padi lagi adalah untuk
bagiannya penggarap. Dan begitu juga pembagiannya jika dengan bagi 3, maka
80:3 = 26,5 karung padi, maka yang 26,5 karung padi inilah untuk penggarap dan
sisanya untuk pemilik lahan.

Praktik sistem Mampaduoi yang ada di Nagari Gunung Medan ini untuk
semua biaya penggarapan, perawatan, pupuk, benih, dan biaya panen semuanya
ditanggung oleh penggarap, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan
dan menerima hasil panen sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal
perjanjian.'"* Apabila semua hasil panennya mencapai nisab zakat pertanian (5
wasaq) atau masyarakat Gunung Medan mengenalnya dengan sebutan /000
gantang, maka dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu sebesar 5% (diairi
menggunakan alat) atau 10% (diairi hujan dari langit/mata air) dari hasil panen,
barulah setelah itu sisanya dibagi antara penggarap dan pemilik lahan sesuai

dengan nisbah masing-masing yang sudah disepakati diawal.'”®

Jika seseorang
menyewa sebidang tanah, maka kewajiban zakat dibebankan kepadanya, sebab dia
adalah pemilik hasil pertanian. Apabila ia mengupah seorang pekerja untuk
mengelolah pertaniannya, sedangkan benihnya berasal dari si pemilik tanah

pertanian itu maka kewajiban zakat ada padanya, si pekerja itu tidak wajib zakat

sebab ia hanya mengambil upah dari pekerjaannya.''®

"7Zubir Yus, wawancara (Gunung Medan, 15 Januari 2018).

"Darlis, wawancara (Gunung Medan, 17 Januari 2018).

"°Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figh Ibadah (Jakarta:
Amzah, 2009), h. 371-372.
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2. Praktik Sistem Mampaduoi di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat
Ditinjau Menurut Kajian Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 2
Tahun 1960

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam paparan data sebelumnya bahwa
praktik sistem Mampaduoi dalam perjanjian bagi hasil sawah yang terjadi di
kalangan masyarakat Nagari Gunung Medan merupakan suatu transaksi yang
sudah lama ada dan terus dilakukan secara turun-menurun. Bahkan sampai
sekarang ini masyarakat Gunung Medan masih tetap melakukan kerjasama dalam
bagi hasil sawah dengan sistem Mampaduoi ini, karena masyarakat Gunung
Medan mayoritasnya adalah berprofesi sebagai petani, baik petani sawah maupun
petani kebun.

Masyarakat Gunung Medan sendiri mengenal transaksi kerjasama dalam
sistem bagi hasil lahan pertanian sawah tersebut dengan istilah Mampaduoi/
Paduoan. Kerja sama bagi hasil ini disebut Mampaduoi karena dilakukan
berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, yaitu antara penggarap dan pemilik
lahan. Bagi masyarakat yang mempunyai lahan pertanian seperti sawah, akan
tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menggarap sawahnya, maka
disuruhlah orang lain untuk menggarap sawahnya tersebut. Begitu juga bagi
masyarakat yang ingin bertani dan bercocok tanam di sawah, akan tetapi mereka
tidak mempunyai lahan untuk diolah, maka meminta izin lah kepada pemilik
lahan agar dia bisa mengolah lahan yang kosong tersebut. Jadi, dalam kerjasama
ini tidak hanya semata untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga ta ‘awun (tolong-

menolong) antara pemilik lahan dengan pihak penggarap.
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Untuk mengkaji praktik sistem Mampaduoi dari tinjauan Hukum Islam,
maka peneliti dalam hal ini meninjau dari pandangan tokoh Agama Islam dan
tokoh Adat yang ada di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat.

Keberadaan tokoh Agama Islam dalam suatu masyarakat sangatlah
penting. Tokoh Agama I[slam merupakan sosok yang memiliki pengetahuan lebih
atau keunggulan dalam bidang agama di dalam masyarakat itu sendiri. Tokoh
Agama [slam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Buya/Malin atau Urang
Siak yang ada di Nagari Gunung Medan, yaitu seorang ulama yang menegakkan
dan mengamalkan ajaran Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah dan yang
bertanggung jawab di bidang keagamaan dalam suatu kaum/sukunya.
Sebagaimana disebutkan dalam pepatah adat Minangkabau:

Suluah bendang dalam nagari
Nan tahu dihala dengan haram
Nan tahu disah dengan batal
Nan tahu jo syariat dan hakikat

Sedangkan tokoh Adat yang menjadi narasumber penelitian ini adalah
Ninik Mamak (Datuk-datuk Panghulu Suku) yang ada di Nagari Gunung Medan.
Ninik Mamak merupakan satu kesatuan dalam sebuah lembaga perhimpunan
Panghulu dalam suatu kenagarian di Minangkabau yang terdiri dari beberapa
Datuk-datuk kepala suku atau panghulu suku yang mana mereka berhimpun
dalam satu kelembagaan yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN). Yang mana
fungsinya adalah sebagai pengendali, pengarah, pengawas, pelindung terhadap

anak kamanakan serta tempat keluarnya sebuah aturan dan keputusan yang

dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagaimana dalam pepatah adat yang berbunyi:
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Kayu gadang ditangah koto
Bapucuak sabana bulek

Baurek sabana tunggang
Batang gadang tampek basanda
Dahannyo tampek bagantuang
Ureknyo tampek baselo

Daun rimbun tampek balinduang
Tampek balinduang kapanehan
Tampek bataduah kahujanan
Nan tinggi tampak jauah

Nan dakek jolong basuo

Ka pai tampek batanyo

Ka pulang tampek babarito

Berdasarkan wawancara langsung yang peneliti lakukan terdapat beberapa
pandangan yang disampaikan oleh tokoh Agama Islam dan tokoh Adat yang ada
di Nagari Gunung Medan mengenai praktik sistem Mampaduoi dalam perjanjian
bagi hasil sawah di Gunung Medan. Beberapa pandangan tokoh Agama Islam dan
tokoh Adat tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Menurut buya Safri Imam, selaku Malin dari suku Piliang, beliau
berpendapat:1 K

“Praktik sistem Mampaduoi dalam perjanjian bagi hasil
sawah yang dilakukan masyarakat Gunung Medan selama ini
sudah sesuai dengan konsep syariah, yaitu jauh dari adanya unsur
gharar, riba, zalim dan juga sudah cocok dengan kebutuhan
masyarakat yang ada. Karena perjanjian bagi hasil yang dibuat
selama ini juga berdasarkan kesepakatan para pihak dan juga para
pihak saling ridha dengan bagiannya masing-masing tersebut, serta
tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pada dasarnya setiap
kegiatan muamalah itu dibolehkan, hingga ada dalil yang
melarangnya.

Jadi, untuk saat ini masyarakat tinggal melaksanakan sistem
bagi hasil yang sudah ada dan dilakukan masyarakat dari puluhan
tahun yang lalu ini. Akan tetapi, untuk masa-masa yang akan
datang masyarakat harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan
zaman dan kebutuhan masyarakat. Tujuannya agar sistem bagi
hasil sawah yang berlaku di Gunung Medan ini semakin sempurna
dan masyarakat sama-sama bisa mendapatkan keuntungan dari

Safri Imam, wawancara (Gunung Medan, 09 Januari 2018).
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sistem bagi hasil sawah ini sesuai dengan apa yang mereka
sepakati dua belah pihak, yaitu antara penggarap dan pemilik
lahan.”

b. Menurut buya Darlis, sebagaimana pernyataan beliau:''®

C.

118
119

“Praktik sistem Mampaduoi dalam perjanjian bagi hasil
sawah yang dilakukan masyarakat Gunung Medan selama ini
merupakan suatu transaksi kerja sama dibidang pertanian, yang
mana dalam fiqih muamalat hal ini dikenal dengan muzara’ah atau
mukhabarah. Yang mana muzara’ah adalah menyuruh orang lain
menggarap sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal
dari pemilik lahan dan hasilnya dibagi diantara mereka sesuai
dengan bagian yang mereka sepakati. Jika benihnya berasal dari
penggarap, maka dinamakan dengan mukhabarah.

Dalam bagi hasil sawah sistem Mampaduoi yang ada di
Gunung Medan ini biasanya benih dan semua biaya dari awal
penggarapan hingga panen selesai ditanggung oleh pihak
penggarap. Karena pemilik lahan hanya menyediakan lahan dan
menerima hasil panen saja, maka bagian penggarap lebih banyak
dari pemilik lahan, terkadang ada yang 1:2 dan ada juga 1:3, sesuai
dengan nisbah yang mereka sepakati dua belah pihak. Transaksi
kerja sama seperti yang dilakukan masyarakat selama ini tidaklah
bertentangan dengan syariat Islam, karena tujuan utama mereka
adalah fa’awun (tolong-menolong) antar keluarga yang satu
dengan keluarga lainnya, dan mereka pun juga saling ridha dengan
nisbah bagi hasil yang mereka sepakati tersebut.”

Pendapat buya Zubir Yus, selaku Malin dari suku Patopang,

mengatakan:

“Praktik sistem Mampaduoi dalam perjanjian bagi hasil
sawah yang dilakukan masyarakat Gunung Medan selama ini
dilandasi dengan prinsip saling percaya dan berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak, yaitu antara penggarap dan pemilik
lahan. Serta masing-masing mereka juga saling ridha dengan
nisbah bagi hasil yang disepakati dua belah pihak, apakah dengan
1:2 atau 1:3. Dan tujuan dari pemilik lahan memberikan lahannya
kepada penggarap untuk dimanfaatkan adalah bukan untuk mencari
keuntungan (bisnis), tetapi hanya untuk tolong-menolong terhadap
dunsanak (keluarganya) agar bisa bercocok tanam dan memenuhi
kebutuhan hidupnya.”'"’

Darlis, wawancara (Gunung Medan, 17 Januari 2018).
Zubir Yus, wawancara (Gunung Medan, 15 Januari 2018).
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d. Menurut buya Arbis, beliau berpendapat:

“Praktik sistem Mampaduoi dalam perjanjian bagi hasil
sawah yang dilakukan masyarakat Gunung Medan selama ini
tidaklah melanggar aturan syariat Islam. Karena dalam
pelaksanaannya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan
kerjasama bagi hasil sawah sistem Mampaduoi ini. Bahkan dengan
kerjasama ini masyarakat dapat membantu dunsanaknya yang lain
yang ingin bercocok tanam, sedangkan mereka tidak mempunyai
lahan untuk dimanfaatkan dan diolah, maka dengan sistem
Mampaduoi inilah mereka bisa saling tolong-menolong dan juga
tidak ada lahan kosong yang terlantarkan. Ketika panen selesai dan
hasil panennya mencapai nisab zakat pertanian /000 gantang (5
wasaaq), masing-masing mereka pun juga mengeluarkan zakatnya
terlebih dahulu, barulah setelah itu mereka bagi hasilnya sesuai
dengan nisbah yang disepakati diawal perjanjian.”'*’

e. Menurut Abdul Aziz Datuak Basa, beliau berpendapat:

“Praktik sistem Mampaduoi dalam perjanjian bagi hasil
sawah yang berlaku di masyarakat Gunung Medan selama ini lebih
mengedepankan prinsip kekeluargaan (badunsanak) dan rasa sosial
yang tinggi diantara para pihak, yaitu antara penggarap dan pemilik
lahan. Hal ini terlihat dalam praktik bagi hasil sawah yang terjadi
selama ini, bahkan jika penggarap mempunyai hubungan
badunsanak (kekeluargaan) yang dekat dengan pemilik lahan,
terkadang bagi hasilnya diserahkan saja kepada pihak penggarap,
yaitu berapa saja yang diberikan nantinya oleh penggarap kepada
pemilik lahan setelah panen selesai. Karena tujuan utamanya hanya
untuk tolong-menolong terhadap dunsanak (keluarga) yang lain,
dan bukan sebagai ladang bisnis. Serta masyarakat Gunung Medan
kehidupannya sekarang ini juga sudah tidak bergantung lagi
kepada hasil pertanian sawah, karena profesi masyarakat Gunung
Medan pada masa sekarang sudah beraneka ragam, seperti:
pedagang, PNS, kuli bangunan, buruh, penjahit, pekebun sawit,
pekebun karet, dan lain-lainnya.”'*'

f.  Menurut Zainal Abidin Datuak Bandaro, beliau mengemukakan bahwa:

“Praktik sistem Mampaduoi dalam perjanjian bagi hasil
sawah yang berlaku di Gunung Medan selama ini sudah sesuai
dengan ketentuan syariat Islam dan Adat yang berlaku, karena
dalam perjanjian bagi hasil sawah tersebut dibuat atas dasar saling

120Arbis, wawancara (Gunung Medan, 09 Januari 2018).

Abdul Aziz Datuak Basa, wawancara (Gunung Medan, 09 Januari 2018).
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percaya dan saling ridha dengan nisbah bagi hasil yang mereka
sepakati, serta telah memenuhi rukun-rukun akad dalam muzara’ah
atau mukhabarah. Sistem bagi hasil sawah seperti yang telah
dilakukan masyarakat Gunung Medan selama ini tetap dilanjutkan
pada masa-masa yang akan datang dan tinggal menyesuaikan
dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Jika
masyarakat ingin merubahnya tanpa didasari oleh alasan dan sebab
yang jelas, maka akan sulit sekali jika dirubah sistem bagi hasilnya,
karena sudah menjadi kebiasaan (adat) masyarakat Gunung Medan
sejak dahulunya.” Sebagaimana dalam pepatah minangnya yang
berbunyi:'*

Mancaliak tuah ka nan manang

Maambiak contoh ka nan sudah

Manuladan ka nan baiak

g. Menurut Zainal Abidin Datuak Paduko Simarajo, beliau berpendapat:

“Praktik sistem Mampaduoi dalam perjanjian bagi hasil
sawah yang berlaku di Gunung Medan selama ini merupakan suatu
transaksi kerja sama dibidang pertanian yang sudah lama ada
dilakukan masyarakat dan sudah turun-temurun hingga sekarang,
sehingga sudah menjadi kebiasaan (adat) bagi masyarakat Gunung
Medan. Dalam pelaksanaannya juga tidak ada ketentuan-ketentuan
adat yang dilanggar, karena lebih berprinsip kekeluargaan dan
tolong-menolong bagi masyarakat, serta masing-masing pihak pun
juga beritikad baik terhadap perjanjian yang mereka sepakati. Dan
para pihak juga membuat perjanjian berdasarkan kesepakatan dua
belah pihak dan dengan rasa saling ridha diantara mereka.”'?

Praktik sistem Mampaduoi dalam perjanjian bagi hasil sawah yang
dilakukan masyarakat Nagari Gunung Medan selama ini adalah bagi hasil yang
mengedepankan prinsip kekeluargaan (badunsanak) dan jiwa sosial yang tinggi
diantara masyarakat. Karena masyarakat Gunung Medan hidup dengan saling
tolong-menolong antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Tujuan
utamanya dalam melakukan kerja sama dibidang bagi hasil pertanian sawah ini

bukanlah untuk mencari keuntungan semata atau sebagai ladang bisnis, akan

1227 ainal Abidin Datuak Bandaro, wawancara (Gunung Medan, 15 Januari 2018).

1237 ainal Abidin Datuak Paduko Simarajo, wawancara (Gunung Medan, 17 Januari 2018).
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tetapi lebih membantu masyarakat lainnya yang membutuhkan demi mencukupi
kehidupannya.

Kerja sama pengolahan lahan pertanian sawah ini dalam hukum Islam
dikenal dengan akad muzara’ah/mukhabarah. Muzara’ah adalah transaksi antara
penggarap dengan pemilik tanah untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian
dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik
tanah.'** Sedangkan mukhabarah yaitu mengerjakan suatu lahan dengan upah
sebagian dari hasilnya, sementara benihnya dari pihak pekerja.'”> Akan tetapi,
sistem Mampaduoi yang dipraktikkan masyarakat Gunung Medan, yang mana
benihnya berasal dari pihak penggarap, maka sistem Mampaduoi ini termasuk
kepada akad mukhabarah.

Beberapa tokoh Agama Islam dan tokoh Adat memandang, bahwa jika
ditinjau dari rukun-rukun dan syarat mukhabarah/muzara’ah yang ditetapkan oleh
Jumhur Ulama, maka sistem Mampaduoi ini telah memenuhi rukun-rukun
tersebut, beberapa alasannya adalah sebagai berikut: Pertama, perjanjian dibuat
berdasarkan kesepakatan para pihak (penggarap dan pemilik lahan). Kedua, para
pihak saling ridha dengan nisbah bagi hasil masing-masing. Ketiga, adanya saling
percaya dan itikad baik dari masing-masing pihak. Keempat, tidak ada paksaan
dari pihak manapun ketika diadakan perjanjian. Kelima, bagi hasil dengan prinsip

kekeluargaan (badunsanak).

Y4 Al-Jaziri, Kitab Al-Figh, 4.
2 7uhaili, AI-Figh Al-Islamiy, terj. Jilid 6, 563.
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Menurut Jumhur Ulama, rukun mukhabarah/muzara’ah itu ada tiga,

antara lain:'*

a. Agqid, yaitu pemilik tanah dan penggarap.

b. Ma’qud ‘alaih atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap.
c. [jab dan gabul.

Mengenai sistem Mampaduoi ini pemilik tanahnya jelas dan penggarapnya
juga jelas orangnya, yaitu baligh, berakal, mumayyiz dan mempunyai kecakapan
untuk melakukan akad tersebut. Kemudian objek akadnya juga jelas, yaitu berupa
sawah yang mana luas dan letaknya juga jelas, serta tujuannya adalah untuk
mengambil manfaat atas tanah tersebut. Lalu transaksi antara ijab dan gabulnya
juga jelas dari masing-masing pihak yang berakad.

Berkaitan dengan hasil tanaman disyaratkan hal-hal berikut. Apabila
syarat ini tidak dipenuhi maka akad muzara’ah menjadi fasid."*’

a. Hasil tanaman harus dijelaskan dalam perjanjian, karena hal itu sama dengan
upah, yang apabila tidak jelas akan menyebabkan rusaknya akad.

b. Hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad.
Apabila disyaratkan hasilnya untuk salah satu pihak maka akad menjadi batal.

c. Pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya (nishbah-nya), seperti
separuh, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Apabila tidak ditentukan

maka akan timbul perselisihan, karena pembagian tidak jelas.

126

Muslich, Figh Muamalat, 395.
"Muslich, Figh Muamalat, 397.
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d. Hasil tanaman harus berupa bagian yang belum dibagi diantara orang-orang
yang melakukan akad. Apabila ditentukan bahwa bagian tertentu diberikan
kepada salah satu pihak maka akadnya tidak sah.

Untuk sistem Mampaduoi ini, keempat syarat hasil tanaman yang
dijelaskan diatas telah terpenuhi dan tidak ada syarat-syarat tersebut yang
dilanggar dalam transaksi ini. Sehingga sistem Mampaduoi ini akadnya sah jika
telah memenuhi keempat syarat tersebut.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk muzara’ah ada empat
macam, tiga hukumnya sah dan yang satu hukumnya batal atau fasid. Bentuk-
bentuk tersebut adalah sebagai berikut:'**

a. Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat
untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini
muzara 'ah hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa
terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut
kepada penggarap.

b. Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga
(pekerjaan) dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, muzara’ah juga
hukumnya dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah
dengan imbalan sebagian hasilnya.

c. Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga

(pekerjaan) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini,

"Muslich, Figh Muamalat, 400.
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muzara’ah juga hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai
penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.

d. Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan
pekerjaan dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang keempat ini,
menurut Zhahir riwayat, muzara’ah menjadi fasid. Hal ini dikarenakan
andaikata akad itu dianggap sebagai menyewa tanah maka disyaratkannya alat
cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewanya menjadi
fasid, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda
manfaatnya. Demikian pula apabila akadnya dianggap menyewa tenaga
penggarap maka disyaratkannya benih harus dari penggarap, menyebabkan
ijarah menjadi fasid, sebab benih tidak ikut kepada ‘amil (penggarap)
melainkan kepada pemilik.

Sedangkan untuk sistem Mampaduoi yang dilakukan masyarakat Gunung
Medan ini termasuk kepada bentuk muzara’ah yang kedua, karena semua biaya
penggarapan, perawatan, pupuk, biaya panen ditanggung semuanya oleh pihak
penggarap, dan pemilik lahan hanya menyediakan lahan sawah saja, serta hal ini
hukumnya juga sah atau dibolehkan.

Pembolehan bagi hasil di dalam ketentuan hukum Islam didasarkan
kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga pernah dipraktikkan oleh para
sahabat beliau. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,
bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian

dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar.'?’

' Pasaribu, Hukum Perjanjian, 62.
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Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a, ia bercerita bahwa Nabi SAW
mempekerjakan penduduk Khaibar dengan seperdua dari hasilnya, yang berupa
buah-buahan dan tanam-tanaman.” (H.R Bukhari).

Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Al-Husain r.a. berkata: “Tak ada seorang
muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dengan
mendapatkan sepertiga atau seperempat. Dan Ali r.a., Said bin Malik, Abdullah
bin Mas’ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga

Umar, keluarga Ali dan Ibnu Sirin, semua terjun ke dunia pertanian.”"*'

(Riwayat
Al-Bukhari).

Bagi hasil ini dipandang lebih baik daripada sewa-menyewa tanah
pertanian, sebab sewa-menyewa tanah pertanian ini lebih bersifat untung-
untungan daripada bagi hasil, karena hasil yang diperoleh (produksi) tanah
pertanian yang disewa tersebut belum diketahui jumlahnya, sedangkan jumlah
pembayarannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Imam Ibnul Qayyim pun
berkata:

“Muzara’ah ini lebih jauh dari kezaliman dan kerugian daripada

ijarah. Karena dalam ijjarah, salah satu pihak sudah pasti

mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam wmuzara’ah, apabila
tanaman tersebut membuahkan hasil, maka kedua belah pihak
sama-sama mendapatkan keuntungan, dan apabila tidak

menghasilkan buah maka mereka menanggung kerugiannya
bersama.”'*

%0Al-Imam Al-Bukhary, Shahih Bukhari, terj. Zainuddin Hamidy dkk, Jilid 1 (Singapore: Darel
Fajr Publishing House, 2009), h. 10.

B1Sabiq, Fikih Sunnah, terj. Jilid 12, 147.

32 Al-Fauzan, Al-Mulakhasul Fighi, terj., 480.
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Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata: “Muzara’ah merupakan asal
dari jjarah (mengupah atau menyewa orang), dikarenakan dalam keduanya
masing-masing pihak sama-sama merasakan hasil yang diperoleh dan
menanggung kerugian yang terjadi.”

Kebiasaan atau adat istiadat dalam hal muamalah dikenal dengan ‘urf. Urf
adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan
dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.'>® Urf terbagi
menjadi dua macam, yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid. ‘Urf shahih adalah adat
kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil
syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.
Adapun ‘urf fasid adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang,
berlawanan dengan ketentuan syariat karena membawa kepada menghalalkan
yang haram atau membatalkan yang wajib."**

Menggunakan ‘urf sebagai dasar hukum dalam bidang mu’amalah
dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat dan menghindari

mereka dari kesempitan.'*® Hal ini sesuai dengan kaidah fighiyah:
LS Sl

Artinya: “Adat/tradisi (masyarakat) dapat dijadikan alasan untuk

menetapkan hukum. 248

33K amal Muchtar dkk., Ushul Figh Jilid I (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 146.
3*Nasrun Haroen, Ushul Figh 1 (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), h. 144.

*Hasbi as-Siddeqy, Filsafat hukum (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 477.

Y*Kurdi Fadal, Kaidah-kaidah Fikih (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), h. 68.
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Sesuatu perbuatan atau perkataan yang menjadi adat kebiasaan disuatu
tempat yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dan tidak
bertentangan dengan hukum Islam dapat ditetapkan sebagai hukum.

Jika ditinjau dari syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata
yaitu:"?’

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

c. Suatu pokok persoalan tertentu.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Maka, perjanjian kerja sama bagi hasil sawah antara penggarap dan
pemilik lahan dengan sistem Mampaduoi ini telah memenuhi unsur-unsur syarat
sah perjanjian yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata tersebut, yaitu telah
terpenuhinya syarat subyektif dan obyektif.

Kemudian jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang
Perjanjian Bagi Hasil, yaitu menurut pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

“Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan

penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala dari Desa atau

daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang
bersangkutan, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut

‘Kepala Desa’ dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-

masing dari pihak pemilik dan penggarap.”

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) tersebut, maka perjanjian bagi hasil sawah
dengan sistem Mampaduoi yang dilakukan masyarakat Gunung Medan selama ini

belum semuanya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Undang-undang

Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tersebut, karena masyarakat

97Soedharyo, Kitab Undang-undang, 329.
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hanya membuat perjanjian secara lisan saja dan juga tidak menghadirkan dua
orang saksi masing-masing dari pihak yang membuat perjanjian, yaitu antara
penggarap dan pemilik lahan.

Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum
mengetahui adanya Undang-undang tentang Perjanjian Bagi Hasil yang berlaku di
Indonesia, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai Undang-undang
ini kepada masyarakat khususnya para petani.

Jika hal ini terus berlanjut, maka apabila dikemudian hari terjadi
permasalahan atau sengketa antara penggarap dengan pemilik lahan dalam kerja
sama pengolahan sawah ini, tentu masing-masing pihak akan sulit untuk
membuktikan bahwa mereka telah melakukan perbuatan hukum, karena para
pihak tidak pernah membuat perjanjian hitam diatas putih atau secara tertulis.
Demikian juga jika sengketa ini diselesaikan melalui persidangan di pengadilan,
maka masing-masing pihak akan sulit untuk membuktikan di depan majelis
hakim.

Sedangkan dalam pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES) menyebutkan bahwa: “Akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara
lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.”'*® Jika dilihat dari ketentuan yang ada dalam
KHES ini, maka perjanjian bagi hasil sawah dengan sistem Mampaduoi tersebut
hukumnya sah, karena membolehkan perjanjian dalam bentuk lisan.

Mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil dijelaskan dalam pasal 4 ayat

(1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, yaitu: Perjanjian bagi hasil diadakan

%¥pasal 25 ayat (2) KHES, h. 23.
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untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3,
dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3
(tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Jika mengacu pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960
yang menjelasakan bahwa jangka waktu perjanjian bagi hasil untuk sawah adalah
sekurang-kurangnya 3 tahun. Akan tetapi, untuk pelaksanaan sistem Mampaduoi
dalam perjanjian bagi hasil sawah yang dilakukan masyarakat Gunung Medan
terkadang jangka waktu penggarapannya kurang dari 3 tahun, karena diserahkan
kepada pihak penggarap seberapa sanggupnya saja mengolah dan memanfaatkan
lahan tersebut. Maka, jika ditinjau dari pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2
Tahun 1960 ini perlu sekali bagi para pihak, yaitu antara penggarap dan pemilik
lahan untuk menentukan secara jelas jangka waktu pengolahan sawah tersebut
diawal perjanjian yang disepakati oleh para pihak, yang mana sekurang-

kurangnya adalah 3 tahun.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan
pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sistem Mampaduoi dalam perjanjian bagi hasil sawah di Nagari
Gunung Medan, Sumatera Barat lebih mengedepankan prinsip kekeluargaan
(badunsanak) dan tolong-menolong. Karena tujuan utama masyarakat
melakukan kerjasama bagi hasil sawah ini bukanlah untuk mencari

keuntungan semata (ladang bisnis) dari masing-masing pihak, tetapi lebih
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tolong-menolong antara keluarga yang satu terhadap keluarga lainnya yang
membutuhkan. Nisbah bagi hasil sawah dengan sistem Mampaduoi di Nagari
Gunung Medan yaitu ada yang dibagi 4 (1:3) satu bagian untuk pemilik lahan
dan tiga bagian untuk penggarap (nisbah untuk sesama keluarga dekat), dan
bagi 3 (1:2) satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk penggarap
(untuk non keluarga). Bentuk perjanjian bagi hasil sawah dalam sistem
Mampaduoi yang dilakukan masyarakat ini dibuat secara lisan atas dasar
kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

. Praktik sistem Mampaduoi di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat ditinjau
menurut kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, yang mana dalam
penelitian ini ditinjau dari pandangan tokoh Agama Islam dan tokoh Adat
yang ada di Nagari Gunung Medan, serta Undang-undang Nomor 2 Tahun
1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Tokoh Agama Islam dan tokoh Adat
memandang bahwa praktik sistem Mampaduoi dalam perjanjian bagi hasil
sawah selama ini sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam jika dilihat dari
rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Jumhur Ulama, serta jauh dari
unsur gharar, zalim, riba, dan sudah adil bagi masing-masing pihak. Yang
mana dalam hal muamalah sistem Mampaduoi ini tergolong pada akad
mukhabarah, karena benih, alat, dan biaya-biaya penggarapan ditanggung
penggarap sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja. Akan
tetapi, jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang
Perjanjian Bagi Hasil, maka praktik sistem Mampaduoi ini belum semuanya

sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Undang-undang tersebut, karena
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tidak membuat perjanjian dalam bentuk tertulis (hanya secara lisan) dan
jangka waktu pengolahan sawah terkadang kurang dari tiga tahun.

. Saran

. Diharapkan bagi seluruh masyarakat yang melaksanakan kerjasama dalam
pengolahan sawah, hendaknya selalu memenuhi ketentuan-ketentuan yang
telah ditetapkan oleh syariat Islam dan hukum positif Indonesia, serta
memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan sehingga tidak saling merugikan
satu sama lain. Dan agar lebih membuka diri untuk melaksanakan perjanjian
bagi hasil sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun
1960 tentang Perjanjian bagi hasil, tujuannya agar lebih terjamin perlindungan
hukum dan kepastian hukum bagi masing-masing pihak.

. Diharapkan para Tokoh Agama Islam dan Tokoh Adat untuk selalu mengkaji
dan mendakwahkan hukum Islam terutama dalam bidang muamalah, sehingga
masyarakat semakin memahami dan sadar bahwa syariat Islam benar-benar
menyeluruh dan sempurna serta mengatur segala tatanan kehidupan manusia.
Dan begitu juga pemerintah agar mensosialisasikan lagi secara detail kepada
masyarakat petani mengenai Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil yang

berlaku di Indonesia.
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DRAFT PERTANYAAN INTERVIEW

Praktik Sistem Mampaduoi:

1.

1)

2)

3)

4)

5)

Bagaimana bentuk sistem bagi hasil sawah yang berlaku di Gunung Medan?

Berapa persentase yang digunakan dalam perjanjian bagi hasil sawah di

Gunung Medan?

Apa nama/sebutan untuk sistem bagi hasil sawah di Gunung Medan?
Apakah ketika terjadinya transaksi perjanjian bagi hasil sawah tersebut para

pihak menjelaskan jumlah bagi hasilnya dengan jelas dan waktu penggarap

memanfaatkan sawahnya? Atau ada persyaratan tertentu ketika akad?

Hasil sawah dibagi setelah dikurangi biaya-biaya dari awal penggarapan

hingga panen selesai atau bagaimana?

Hasilnya dibagi dalam bentuk padi atau beras?

Sejak kapan masyarakat Gunung Medan mulai melakukan sistem bagi hasil

sawah?



Pandangan Tokoh Agama Islam dan Tokoh Adat:

1.

Bagaimana pandangan bapak mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil

sawah yang berlaku di Gunung Medan selama ini?

Dalam praktik perjanjian bagi hasil sawah tersebut apakah berpedoman

kepada hukum Adat atau hukum Islam?

. Apakah praktik sistem bagi hasil sawah yang berlaku di Gunung Medan

selama ini sudah sesuai dengan konsep syariah (hukum Islam)? Adil, jauh dari

unsur gharar, riba, zalim.

Ketika terjadi sengketa/permasalahan dalam bagi hasil sawah tersebut,

bagaimanakah proses penyelesainnya yang dilakukan masyarakat selama ini?

Upaya apa saja yang dilakukan oleh para tokoh adat dan agama yang ada di

Gunung Medan dalam penyempurnaan sistem bagi hasil sawah ini?
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